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ABSTRAK

Nama + Aprenia Andita

Program Studi : Magister Kenotariatas

Judul : Akibat Hokum Kepemilikarn Saham Dengan Adanya Akta
Pengikatan Szham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Momor 40 Tahun 2007 mensyaratkan
dalam vendirian suatu Perseroan Terbatas, didirikan aleh 2 (dua) orang atau lebih
dengan akta Notaris, dimana naptinya setisp pendir akan menpambil bagian atas
saham pada perseroan terbalas yang bersangkutan untuk disetorkan, Namun, pada
prakteknys, terdapat keadasn dimana persyaratan pendirian fersebut tidak terpepuhi,
sehingga melahirkan suatu tindekan penunjukan npama orsng lain untok menjadi
pemegang saham yang “banya tercatal” {(nominge) dalam perseroan terbatas tersebut
digertai dengan membuat suatu Perganiian Pengikatan Saham baik secara bawah
tangan atau dengan akia notads. Berlandaskan adanya asas Rebebasan berkontrak,
maksud dan fojuan dari perjanjian terscbut adalah unhuk mengatur nama yang tercatat
dalam anggaran dasar Perseroan bukan pemilik sebenarnya dari sabam-sabam
tersebut dan entuk melindungi pihak yang sehenarnya memiliki atas sgiumlah modal
atau saham dalam perseroan terbatas itu {(frue owmer). Adapun permasalahan yang
diangkat dalam pegulisan tesis int adalah apakak Perjanjian {ersebut mempunyai
kekuatan hukum dan menguntungkan para pihak yaeg membuatnys serta bagaimana
akibat bulum yang ditimbutkannys. Deogan menggunakag metode penelitian yuridis
normatif, tesis int menguratkan secara lebih mendalam adanya Peganjian Pengikatan
Saham yang dibuat para pihak dengan akis Notaris jika ditinjau dad ketentuan vang
berlaku mengenal Perseroan Terbates, hukum perjanjisn dan peraturan jabatan
notaris. Dari penulisan ini diketahui babwa walaupun asas kebebasan berkontrak
merupakan landasan yang penting dalam pembuatan suatu perjaniian, namun dalam
implementasinya asas ini tetap dibatast oleh ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di
Indonesia, khususnya dalam kaitanoys dengan perseroan terbatas.

Kata Kunted;

Notaris, Saham, Akta Pengikatan Saham, Perseroan Terbatas
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ABSTRACT

Name « *  Aprenia Andita

Study Program :  Magister of Notary

Title :  The Legal Impact of Shares Owaership by Virtue of Shares
Binding Deed Made By a Notary upon The Limited Liability
Company

The Law of Indonesian Limited Liability Company Number 40 Year 2007 stipulates
that in order to establish a lmited lability company, it has o be founded by 2 (two)
or more person by virtue of potary deed, which each founder will subscribe for shares
in that company. However, in the implementation there might be condition that the
required condition cannot be fuifilled on which leads to an action to appoint someone
else name to become the registered owner in the said company supported by making
a sharcs binding agreement either in peivately drawne-up deed or in notarial deed,
Based on freedom of contract principle, the purpose and intention of the said
agreement 13 0 arrange that the registered shareholder is not the true owner of the
shares and also to protect the party who is the real owner of the certain amount of
capital or shares in the company {the “true owner” itself). Hereinafter, the issues that
been brought op in this thesis are whether the agreement has any legal enforceability
and gives benefit to the partics who make the agreement and also the legal impact
which will Incur regarding to it. By using juridical normative methed, this thesis
deeply elaborates the shares binding agreement in nofarial deed according to the
prevailing laws and regulations of limited lability company, contract lew, and
regulation of the duty of notary. In the conclusion, from this research known that
even though the freedom of contract principle is the important ground in enacting an
agreement, but on the other hand, the implementation of this principle also restricted
by other prevailing provisions in Indonesia, especially subject to the limited Hability
company.

Key words :
Notary, Shares, Shares Binding Deed, Limited Liability Company
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belukang Permasalahan
Subjek hukum adalah pesdukung hak dan kewajiban, yang dalam bhukum di
masyarakat, kita idak hanya mengenal manusia sebagai satu-satunya subjek hulum
namun terdapat puia yang disebut sebsgai badan hukum atau rechisperseon. Badan
hukum adalah merspakan artificial person yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum
guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat'. Sehingga
selayaknya subjek hukum maka badan hukum juga memiliki hak-hak dan kewajiban.
kewajiban, sertz dapat mengadakan hubungan-hubungan bukum baik antara badan
hukum yang satu dengan badan hokum yang lain masuspun antara badan hukum
dengan orang manusia. Oleh karena itm dapatlah sebush badan hukum mengadakan
pefjanjlan-peganfian seperti halnya jualbeli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan
segala perbuatan yang berada di lapangan harta kekayaan.
Pasal 1653 Kitsb Undang-Undang Hukum Perdata®, badan hukom dapat
dibagi atas 3 (tiga) macam yaknl sebagai berikut:
1. Badan hukum vang diadakan oleh Pemerintab/kekuasaan umum,
misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat /K otamadya, Bask-bank
yang didirikan oleh Negara dan sehagainya;

! Gunawan Widinia, Risiko Hukwm Ssbagai Dirvelsi , Komisaris dan Pemilik PT, (Jakarta: Fonum
Sehahat, 2008), Kin.1,

% Pasaj 1653 Kitnb Undang-Undang Hukum Penlala mengatzkan bahwa : “selsin perseroan perdata
seiatd, porhimpunan crangorang sebugal badan hukum juma diskul undangundang, entah badan
hukum itu dindakan oleh kekuusaan umum siau diskvinya schagai demikian, enteh pula badan hukum
ita diterima sebagai yang diperkenankan atgy welah didinkan upfak suste raksud ledentn yang tidak
bertentangan dengan undang-undang atou kesusifaszs™,
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Badan hukum yang diakui oleh Pemerintsh/kekuasaan umum,
misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi
agama dan sebagainya;

Badan hulamm yang didirikan untuk suata maksud tertentu yang tdak
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti Perseroan
Terhatas (PT), perkumpulan asuransi, perkapalan, daa lain schagainya.

Badan hulann dapat pula dilibat dard segi wajudnya yakni barupa Kooperasi
(corporatic) atan Yayasan (stichting). Kooperasi merupakan gabungan atau

kumpulsn orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama
sebagai suatu subjek hukum tersendirvi, Scbagai badan hukwm, kooperasi dibedakan
dari pemegang sabamnya, dalama pengertian babwa semua kewajiban kooperasi

dijamin dengan harta kekaysannya sendiri, terlepas deri harts kekayaan para
pemegang sabamnya.

Snate Perseroan Terbatas sebagai svatu bentuk kooperasi yang modermn,
setidaknya memiliki karakieristik sebagai berikut:*

1.

kepemilikannya diwadahkan dalam bestuk sabam.saham yang dapat
dengan mudah dipindahtangankan aten dialihkan kepada siapapun
Juga,

mempunyal masa hidup yang abadi dengan jangka wakiy pendirian
vang tidzk ditentuken lamanya, yang tidak digantungkan pada masa
hidup pemegang sahamnya;

sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas peda pemegang saham,
tidak hanya vntuk tanggung jawab perdata melainkau joge tanggung
Jewab atas suatu findak pidana yang dilskukan ojeh Perseroan,
disamping itu dikenal juga perfanggungjawaban terbatas terhadap para
pengurusnya.

Pada Perserosn Terbatss dapat dilthat adanya istilah “Persercan” yang

menvnjuk kepada cara meoentukan medal, yakni adalah terbagi atas saham dan

* Riduan Syahrani, Sehuk-Beluk dan Asas-asas Huloan Perdata, (Bandung: Atumpi, 2000, kim. 58,
* Gunawan Widajs, ap.it, hlm.11.
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istilah “terbatas” vang berarti adanya batas tanggung jawab pemcgang saham yaitu
sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki®, Sedangkan Jika dilihat dari definisi
mengenal Perseroan Terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjuinya disebut “UUPT”) pada Pasal 1 angka
! adalah sebagai berilat:

Perseroan Terbatas, vang selanjutnya disebut Perseroan, adalak badan hukum
yang merupakan persekutuan roodal, didirikas berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan uszha dengan modal dasar yaog selordhnya terbagi dalam
saham dan memennhi pergyaratan yang ditetapkan dalam Undang-uadang ini
serta peraturan pelaksanaznnya.

Dari adanya definisi diatas, sgar dapat dikzigken sebagai sebuah badan
hukum, perseroan haruslabh memenvhi uasur-unsur seperti @ merupakan organisasi
vang teratur, memiliki kekavaan sendiri, melakukan hubungan huloun sendiri dan
juga mempunyai tujuan sendiri® Sebagai sebuah organisasi yang teratur adalah
dengan melihat dari 2danya organ yang terdapat dalam Perseroan tersebut yakni
Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisads dimana ketershuran
organisasinys diletahui dari adanya Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Perseroan dimaksnd dan juga
dari keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamoya, Kekavaan sendind yang dimifiki
oleh Persercan dimaksudkan sebapai modal dasar yang terbagi atas seluruh nilat
nominal szham dan juga kekayaan dalam bentuk lain yang dapat berups benda
bergerak dan tidak bergerak maupun benda berwasiud atau tidak berwujud.

Sebagai sebusk badan hokem, dalam melakukan hubungen hukum dengan
pihak ketiga maska Persercan akan diwakil oleh Direksi, yangmana bertanggung
jawab pench atas pengurusan Persercan uniuk kepentingan dan tujuar Persercan.
Selain itu pula untok mewakili Persercan baik di dalam maupun di luar Perseroan.
Dalam hal dikatakan mempunyai fujnan sendird, yakni dalam melakukan kegiatan

* Abdulkadir Mohammad, Hukwn Perusahaan indonesia, (Bandung: PY. Citrs Aditya Bakti, 2002),
him. 6%,
* Ihid, hinw69.
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usahanya, Perscroan sebagai badan hukum menentuken tujusnnya tersebut dalam
Anggaran Dasar dart Perscrean tersebut,

Seperti telah disebutkan diatas bahwa modal dasar dalam Perseroan terdir
atas sefuruh nilel pominal saham. Sahkam inl naatinys yang merupakan bukti telah
dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang
saham pada persercan terbatas yang bessanghkutan. Oleh karenanya, saham
menunjukkan bsgian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam
perservan.

Untuk menjaiankan kegiatan usaha sebuah Perseroan Terbatas dapat
berbentuk penanamen modal dalam negerd ataupun penapaman modal asing atau
yang lazim dikenal sebagai PT PMDN atau PT PMA, dalam hal adanya kedua bentuk
ini adalah erat kaitannya dengan kepemilikan modal dart Persercan Terbatas tersebut
yang terbagi atas saizam«saham* Pada perkembanganoya, dalam melakukan pendirian
perseroan terbatas ini terdapat situasi-situasi seperti misalnya dalam hal ada pihek
vang tidak ingin namanys diketahui atsu dimasukkan sebagai pemepang sabam
dalam perseroan ferbatas tersebut atau seperti jika temyata terdapat pibak asing yaog
ingin menjadi pemegany saham namun terbentur oleh batasan-batasan kepemilikan
modal sebagaimans yang diatur dalam peratiran-peraturan maupun keteniuan-
ketentran mengenal perseroan terbatas dan penanaman modal di Indonesia.

Situasi-situasi inilab yang kemudian melahirkan suato tindakan penunjukan
namia orang lain untuk menjadi pemegang sabam dalam perseroan terbatas tersebut,
yakni lazimnya disebut kepemilikan secara nomines, RDimana orang yang tidak ingin
pamanya dicantumkan fersebut, menunjuk orang lain sebagal pemegang ssham yang
nantinya nemanya akan tercatat dalam Anggaran Dasar Perseroan schagai pemegang
saham (rominee).

Ketentuan kepemilikan saham dengan cara dimaksud nomiree diatas, tidak
diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun
dalam praktek-nya, pemakaian noriinee sering dijumpai. Tidak jarang pula timbul
sengketa yang di akibatkan sdanya praktek nominee tersebut. Hal tersebut dapat
terjadi karena pada akhimya para “rominee" sering tidak mau lagi mengembalikan
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saharn-seham yang telah di"miliki"nya terssbut kepada True owner. Kondisi seperti
inilah yang seringkali menimbulkan sengketa antara nominee dengan frue owner.
Kesulitan-kesulitan lain yang akan dikadapi adalah masalah pembuktian kepemilikan
saham serta siapakah yang akan bertanggung jawab secara hukum kepada pihak
ketiga, true owner atavkah Nominee? Secara de Jure saham nominee tersebut adalsh
mutlak milik nonrinee, sebab nama nominee-lah yang akan tercatat dalam buku daftar
pemegang saham perseroan disamping sdanya bukii sertipikat saham/ surat saham
sebagaimana di syaratkan dalam UU NoAD Tahun 2007, pamun sebhaliknya secara de
facto saham icrsebut adalah kepunyaan frue owner.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka ada banyak cars yang dapat
dilakukan olch frue owner untuk melindungi saham"nya" tersebut : misaloys dengan
jalan membuat suatu perjanfian nominee, atag dengan keta lain keinginan dani pendin
perseroan terbatas tersebut adalah dengan membuat kesepakatan yang dituangkan
dalam beptuk perjanjian tersendiri diluar dan peadinan persercan terbatas, vang
mana peganiian ini dibuat oleh dan antara frue owner dengen nominee. Adapun
maksud dan tujuan dari perjamgian terschut adalzh mengatur mengenai permyataan
bahwa pihak yeng fidak ingin disebat pamanya itu adalah sebagai pihak yang
sehenamya memiliki atas sejumlab modal atau saham dalam perseroan terbatag ifu.
Kesepakatan ini oleh para pihak dituangkan dengan membuat perianjian dibawah
tangar maupun dengan akta otentik untuk melindungi kepentingan dari pemilik
sahan vang sebenammya tersebut rue ownerl.

Perlu kiranya diingat, bahwa dalam pendiden suatn perscroan terbatas,
walaupun didasari oleh suatu persetujuan ateu kesepakatan para pihak yang
membuatuy2 scbagaimana disyaratkan di dalam snatu peganjian, tetap saja terikat
dengan suatu batasan hukum lainnya yaitn Undang-undang No. 40 Tahen 2007
tentang Perseroan Terbatas (“LIUPT™), karena selain umumnya perjanjian sepert ind
dalam hukom Indonesia scbenarnya tidak dikenalkarena termasuk dalam salah satu
larangan dalarn kepemilikan saham, selain itu pula adanya prosedur dimana perseroan
terbatas terschut memeriukan pengesaban dari Menteri Hulurn dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia untuk menjadikannya sebagai suatn Badan Hokum.
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Setelah melalul proses pengajuan dan setelah mendapat pengesahan {dengan
Surat Keputusan/SK) dari Departemen Hukum dan Hak Aszsi Manusia Republik
Indonesia, maka semua data-data kepemilikan saham dan data pengurns yang ada
pada akta pendivian suatu persercan terbatas telah masuk dan terdata pada
Departemen Hukum dan HAM RI tersebut. Dengan demikion ini berarti bahwa
data-data yang tercatat pada database Departemmen Hukum dan HAM RI zdalah
data-data yang ada pada akta pendisian,

Permasalahan seperti yang telah diutarakan terschut diatay dalam prakieknya
seringkali terjadi, memang pada awalnys hubungan sesama pendin tersebut aman-
aman saja, namun 8dak menutup kemungkinan bagi adanya perselisihan dikermudian
hari. Karena hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa di dalam sebuah saham
terdapat hak-hak darl pemepangnya tersebut untek menentukan kendali dard
Perseroan tersebut.

Notaris memiliki kewenangan natuk membuat akta otentik mengenai segala
perbuatan ataupun perjaniian yang dikeheadaki oleh yang berkepentingan sepanjang
pembuatan akta tersebut tidak ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang’. Selain itu pula dalam menjalankan
tugas dan jabatannya, Notaris pun dituntut untuk selain bertindak jujur, seksama,
mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yvang terkait dalam perbuatan
hukum yang dituangkan dalam skta yang dibuatnya tersebut, juga dapat memberikan
penyuluhan hukum terhadap akta vang akan dibuataya tersebuf,

Oleh karena ity sejalan dengan permasalaban diatas serta sebagaimana yang
telah digariskan pada ketenfuan mengenai jabaten Notaris, hendaknya Notaris yang
menemul sitaasi seperti ini atau nantinya akan membuat bentuk perjaniian ini dapat
Iebih memperhatikan ketentuaa-ketentsan yang berkensan dengan kepemilikan

? Lebih Janjut dister pada Pasal 15 Undang-Undang Nomar 38 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
yakni: * Notaris berwenang membuat akia otentik  mengenat seming perbuatas, perjaniian, dan
kelciopan yang dibaroskan oleh peraturen perendang-undangan denfatan yang dikehandaki oleh yang
berkepentingan wniuk dinyatakan dalam akia otentik, menjamin kepastian tngesd pembuatan akta,
menyimpan akia, memberikan grosse, salinan dan kutipan akts, sermusnya itu sepaniang pembuatan
akta-akia itu tidek jupa ditugasken ateu dikecualikan kepads pejsbat lain atan orang lain yang
ditetapkas oleh Undang-undang,
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modal vang dimuat baik dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas maupun
dalam Penanaman Modal dan dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap
permasalehan tersebut kepada para pihak yang berkeinginan untuk membuat
perjanjian sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya.

B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai adanya suatu perjanjian
tersendiri yang dibuat diluar akia pendirian Perseroan Terbatas, yakni adaoya
perjanjian pengikatan saham vang dapat diboat dibawah tangan maupun yang dibuat
aleh Notaris atas penmintaan para pihiak pendiri Perseroan, maka terdapat pokok
permasalaban sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perjanjian Pengikatan Sahesea vang dibuat oleh pare
pihak mempunyal kekustan bukum dan menguntungken bagi para
pihak vang membuatnya?

2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulikan deri adanya perjanjian
pengikatan saham ini bagi para pihak yang memboatnya?

€. Metode Penulisao

Metode merupakan suata unsur yang mutlek haros ada dalam suatu penelitian
yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan®. Metodologi dalam suata
penelitian berfingsi sebagal suatu pedoman bagi ilmuwan dalan mempelajari,
menganalisis dan memabami suaty permasalahan vang sedang dihadapi. Dalam
rangka memperoleh informasi gona penelitian inf, maka metods peneliian yang
digunakan oleh penulis adalah meiode Normatif, vaitu pepelifian terhadap efektivitas
azas-azas, sisternatika hukum yang berkaitan deogan masalah terkait,

Tipologis peoclittan ini adalah bersifat cksplanatoris dikarepakan akan
menguraikan secara lebih mendalam atas adanya perjanjian pengikatan saham vang
dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan atau desgan akia Notaris dalam rangka
pendinan Perseroan Terbatas menurut ketentuan mengenai Persercan Terbatas di

¥ Soerfons Sockants, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1989), Wim.7,
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Indonesia. Schingga nantinya bertujuan untuk menilai (evaluasi) apakah perjanjian
pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak khususnya jika dibual dengan akaa
Notaris adalah dapat atau tidak dilakukan fika ditinjau dan ketentuan-ketentuan vang
berlaku terhadap kepemilikan modal berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai
Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, perafsiran vndang-undang, dan
perbandingan undang-undang, denges bervpaya mempergunskan data  yang
menitikberatkan kepada perataran-peraturan vang berlaku seriz literatur-literathur vang
relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalsh data primer dan
data sekunder. Data prmer didapatkan dari wawancara dengan narasumber.
Sedangkan data sekunder akan dihimpun melalut peneliian kepustakaan schingga
didapatkan:

i. Bahan hulkum primer bettipa poraturan perundang-undangan yang mengatur
dan berkaitan dengan Perseroan Terbatas vakni Undang-undang No. 40 Tahun
2007, Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakani Undang-Undang No, 30 Tahun
2004,

2. Baban hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis
yang rembabas dan terkait dengan kepemilikan saham pads Persercan
Terbatas Khususnya dengan adanya perjeniian pengikatan saham yang dibuat
oleh Notaris,

3. Bahan hukum tersier yang digunakan notuk menenjang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta
imternet ysng seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengurpulan data yang digunakan adalsh berupa studi dokemen yakni
mencart dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan adanys akia
pengikatan saham yang dibuat pendiri Perseroan Terbatas. Selain itu pula juga jika
dimungkinkan dilakukan wawancara dengan parasumber ferkait untuk memperkuat
data sckupder. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif
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sebagai hasil pengumpulan data sckunder schingga mantinya dapat ditarik kesimpulan
vang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk

menjawab rumusan permasalahan dalam peaulisan tesis i

D, Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab [
merupakan Pendshuluan yangmana adalah pengantar untuk memasvki bab-bab
selanjutnyz serta menguratkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalzhan.
Bab ini terbagi wmenjadi empat sub bab yakni latar belakang permasalahan, pokok
permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan,

Memasuki Bab I akan diuraikan lebih lanjut mengenai Akibat Flukum
Kepemilikan Szbam Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Saham Pada Persercan
Terbatas. Dalam bab ini texbagi menjadi tiga sub bab yakni sebagal berikut: sub bab
I1 A mengenai tinjanan terhadap konsepsi saham dalam hukum Perseroan Terbatas
Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UL No.
40 Tahun 2007), sub bab I B mengenal tinjavan terbadap Perjanjian berdasarkan
ketentuan-ketentuan seriz asas-asas dalam sistem hukum perikatan Indonesia dan akts
notarill menurat ketentuan yang berlaku yakni Usdang-undang Tentang Fabatan
Notaris (UU MNo. 30 Tshun 2004}, serta sub bab I € yakni analisis mengenai
kedudukan kepemilikan saham dengag adanya perjagiian pengikatan seham pada
Perseroan Terbatas kbususnya yang dibust seorang Notaris dalam Kersngka
berlakunya Undang-Undang Persercan Terbatas. Penulisan tesis ini diakhiri pada Bab
I3 yakni Penutup yang akan beristkan kesimpulan dan saran dang Penulis,
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BAB XX
AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN ADANYA
PERIANJIAN PENGIKATAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Konsepsi Saham Dalam Hokum Perseroan Terbatas Indonesia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa suaty Persercan Terbatas adalah
merupakan suaty badan bukzum, oleh karens it pada hakekatnya Persercan Terbatas
dapat dikatakan sebagai:'

1. Kumpulan stau asosiasi modal, vang mana adslah bertyjuan untuk
menggerakian kegistan perekonomian dan atau fujuan khusus lainnya.

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam
hubungan-bubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau
menggagat di depan pengadilan,

3. Modal yang dikumpulkaen ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan
terfentu  seseal  dengan  peratutan  perundang-undangan  yang
mengaturnya. Schagal suatu kumpulan modal, maka kampualan modal
tersebut harus dipergunakan untuk dan sesvai dengan maksud dan
tujnan yang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasamya, yang juga
dibuat mepumt peraturan perundang-undangan vang berlaku.

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang skan bertindsk uatuk
mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan
maksed dan tojuan kwopelan modal ini, yang berari adanya
pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas oama
kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh

' Gunawan Widiais, Hok Individu dan Rolekiif Para Pemegang Sakam, (Jakarta: Forum Sahabat,
2008}, him.1.
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5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan
keanggotaan terlentu, dalam artiap seliap orang yang memenuhi syarat
dan persyaratan veng diatur dalam anggaran dasarmnya dapat menjadi
anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya,

6. Silat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialibkan atau beralih
kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendini
adaiab permanen atau tdak dibatasi jangka waktu berdirinya.

7. 'Z'azzggung jewsb badan hukum dibedakan dari tanggung jawab
pendin, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Dani adanya paparan diatas, menunjukkan bahwa hakekat dani snatu perseroan
terbatas adalab adanya asosiasi atsu kompulan modal. Modal dalam perseroan
terbatas selanjutnya akan dibagi dslam saham-ssham, dimana saham-saham inilah
vang akan menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyertaan modal ke
dalam perseroan, Hal ini adalah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebast
“UUPT”) dalam pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan
hukuny  yang merupakan persektuan medal, dididkan berdasarkan
perjanfian, melakokan kegiatan usaba dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuld persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini serts peraturan pelaksanaannya.

Lebilx lanjut diatur, bahwa dalars mendirkan sebuah perseroan terbatas, haris
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagal berilort:'®
a. Perseroan didirikan oleh 2 (orang)'’ atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.”?,

" Dintur dalam ketentuan Pasal 7 UUPT mengenai Pendirian Persercan Terbatss,

 Menurat penjclasan UUPT , vang dinaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga
Negara Indonseia maupon asing atau badan kol Indonesia stau asing,

¥ Secara kessloruhan, ketentuan it mengisyaratkan bahwa prinsip yang beriaku berdasarkan Undang-
undang int adalgh dismans sebagal suato baday hekem, Perseroan didinkan berdasarkan Perjanjien, bal
i dikarenskan dalam Perserosn Terbatas mempanyal lebih dard 1 (satu} orang pemegang saham.
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b. Sehiap pendiri Perseroaan wajib mengambil bagian saham pada saat
Perseroan didirikan'?.

c. Perseroan memperoleh statue badan hukum pada tanggal diterbitkannya
Eeputusan Menteri mengenai badan hukum Persercan.

d. Setelah status badan hukum telsh diperoleh Perserosn dan pemegang
saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangks wakto paling lams
6 (enarn} bulan terhitung sejsk keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagion sahamnya kepada orang lain
atau Perseroan mengeluarkan saham barn kepada arang lain.

e. Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud distas telah dilampaui,
pemegane saham tetap kummng darl 2 {dua) orang, pemegang saham
bertanggung jawab secara pobadi atas segala perikatan dan kengian
Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan
negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

. Ketetuan yang maengharuskan Persercan didirikan oleh 2 (dua) orang atau
lebih schagaimana distur diatas, tidakiah berlakn bagi:

- Persers™ yang selurvh sahamnya dimilild oleh Negaraatau

- Perseroan vang mengelola bursa efek, lembsags kliring dan penjaminan,
fernbaga  penvimpanan dan  penvelesafan, dan  lembaga lain
sebagaimana distur dalam Undasg-Undang tentang Pasar Modal.

Saham-saham dalam konsepsi hukom perdata Indonesia adalah merupakan

benda, sehingga untuk itn dapat dialibkan, dijual, ditukarkan, dijaminkan,

? Ketentuan ind tidaklah berlaku apabila terjadi Pelebuean, Peltburan menurut Pasal 1 angka 10 UUPT
adatab perbatan huloum yang dilakakan eleh dia Perseroan atay lebih untuk melsburkan dirt dengan
zara mendirkan sate Perseroan bars yang karena hukum memperoleh aktive daa pasiva dari Perseroan
yang meleburkan dist dan status badan hokum Perseroan yang raelsburkan dist berakhir karena hukus,
Oleh karenanys dalam hal terjadinys Pelcburan maka selursh akiiva dan pasiva Pemservan yang
meleburkan diri masak meniadi modal Perserosn hasil Peleburan don pendin tidak mengambil bagian
saham sehingga pendini dari Perseroan kasil Peicbaran adalsh Perseroan yang melehurian dirt dan
nama pemegsng sabam dan Perseroun hasil Pelfeburan adalph nama pemegang saharn dari Perseroan
?'ang meteburkan divi,

“ Persers adalab badan usaha milik Negam yang bechentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam
saham yang distut dalam Undeng-Undang temtang Badas Usaha Milik Megara.

¥ Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 511 butir 4 dikatakan sebagai berikut:
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diagunkan, dipergunakan, dinikmati dan sebagainya cleh pemiliknya. Schingga
dikaitkan dengan suatu Perseroan Terbatas, maka pemegang saham itulah nantinya
vang dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan vang diatur oleh Undang-
Undang. Lebil lanjut menpenai ketentuan mengenai saham-saham dan keterkaitannya
dengan kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas di Indonesia akan dipaparkan
sebagal berikut;

1. Pengaturan Saham Pada Peraturan Perseroan Terbatas Indonesia

Saham dalarmn Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai bukt telah
dilakukannys penyetoran penubk modal yang diambil bagian oleh para pemegang
saham perseroan ierbatas, Sehingga berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan
bersama dari selurch pemegang saham dalam suatu perseroan.’

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, yakmi ULl No. 40
Tabam 2007 tidak memberikan definisi kbusus mengenai sasham tersebut, namun
ketentuan-ketetuan mengenai adanya sabam tersebut dapat dilikat pada pengatiran
dalam pesal-pasal dalam UUPT tersebut yakni sebagai beokat:

Pasal 31 ayst {1} mengatur mengenai Modal dalam Perseroan Terbatas
dimana dikatskan bahwa: “Moedal dasar Perseroan terdiri atas sefuruh rilai nominal
sehom”. Modal Dasar dalam Perscroan Terbatas menurot UUPT adalah paling sedikit
Rp 5000000000 (lima pulub juta rupigh), yang mana dari modal dasar fersebut
ftulah yang nantinya akan terbagi menjadi sabam-saharm dengan nominal yang telah
ditentukan oleh pendiri perseroan dan selanjutnya akan diambil bapian oleh pam
pendiri untuk ditempatkan dan disetorkan dalam Perseroan tersebut. Hal ini adalah
sejalan dengan pengaturan pada Pasal 33 UUPT yakni:

"vebapar kebendaan bergereak karena ketenttenn undang-undung harus dianggap:sero-sera atgu andil-
andil dalam persekufvan perdaganpen uang, perselufuan dugang slou persebubuan porusahein,
sekalipun benda-benda persdaituan yang bersanghutan dan perusehaan Hn wdglah kebedoon ok
bergerak, Sero.sere etau andil-andii itt: dianggap merupakan kebendaan bergera akar tetopi hanya
terhadap para pesertanya selama persekuuan berjalan ™

*% Gunawan Widjaja, op.cit, him.33.
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*(1) Paling sedikit 25% (dvapuluh lima) persen dari modal dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimena dimaksud pada ayat
{1} dibuktikan dengan bukti penyetoran yang ssh.

{3} Pengeluaran sabam lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk
menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.™

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal diatas mewajibkan adanya bukti penyetoran
yang sah. Yang dikatakan sebagai bukti penyetoran yang sah adalah antara lain dapat
berupa bukti setoran pemegang saham dalatn rekening bank atas nama Perseroan,
data dari laporan kevangas vang felah disudit oleh akuntan, steu neraca Persercan
yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris,

UUPT juga mengatur mengenal kelentuan yang terkaft dengan penyetoran
terhadap modal dalam saham. Pemyetoran tersebut adalah dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya'’. Hal ini dikarepakan tidak tertutup
kemungkinan wntok melakukan penyetoran saham tersebut dalam bentuk selain
daripada vang, vakni baik berups benda berwujud maupun benda Hdak berwagud
vang dapat dinilai denagan uang yangroana haruslab secara ayata felah diterima oleh
Perseroan. Dalam hal terjadi penyetoran sabam dalam benfuk lain tersebut, maka
haruslah disertai rincian yang menerangkan harga atsu nilai, jents atau racam, status,
tempat kedodukan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu demi kejelasan pada
penyetoran saham dimaksud.

Setoran modal dalam bentuk lain fersebut haruslah diiakukan penilaian yang
akan didasarken pada nilai wajar vang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh
ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan'®, Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 34
ayat {2) UUPT mengatakan bahwa nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai

"7 L ehih lanjut distur dalam Pasal 34 UUPT.
" Ahli yang tidak terafiliasi dimaksudkan sebagai ahli yang tidek mempunysaic
a. hubungan keluarga karenz perkawinan sy keterunan sampal dergat kedus, baik secara
hosizontal maupun vertikal deagan pepswal, sngpote Dirsksi, Dewan Komisars, aizu
pemegang saham dar Perseroen;
b, hebungan dengan Pemercan karena sdanys kesamsan sat staw lebib angpota Direksi atau
Dowan Komisars;
hubungan pengendalian dengan persercan baik langsung maupun tidak Jangsung dap/atay;
gaharn dalam Persoronn sebeser 20% {(duspulud: porsen) atau lebik.

o 1
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dengan nilal pasar, apabila nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar akan ditentukan

berdasarkan teknik penilaian yang paling sesual dengan karaltenstik setoran,

berdasarkan informesi vang relevan dan terbaik. Apabila penvetoran saham lersebut
dalam bentuk bende tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 1 (satn) Surat
kabar atau lebih, dalam janpka waktu 14 {empat belas) han setelah akta pendirian
ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran
sabam tersebut. Hal ini adaleh penting dalam kaitannya dengan pihak yang
berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan, apabila ada, dikarenakan benda
tak bergerak tersebut dijadikan setoran modal saham.

$aham, dalam teori maupun praktek dapat dibagi ke dalam:"

a. Saham atas nama, yaitu sabam yang hanya mengakui pihak yang namanya
tercantum dalam saham perseroan, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Perseroan
sebagal periliknya;

b. Saham atas tunjuk, yaitu sabam yang mengakui pihak vang menguasai fisik
saham tersebut dengan endorsemen pada surat sshamnya tersebut sebagai pemilik
saham vyang scbenamya. Tanpa adanya endorsemen dalam surat sabamnva,
penguasa fisik suest saham belum dapat dikatakan sebagai pemilik ssham
tersebut;

c. Saham kepada pembawa {t0 the bearer), vaitu ssham yang terhadapnya berlaku
Pasal 1977 ayat {1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata®, yakni barang siapa
yang menguasanya, maka dis adalah pemiliknya (bezit berlaku sebagai titel
sempurnal,

Terkait dengan hal tersebut diatas, pengaturan pada UUPT hanyalah mengenal
sahsm atas pama’’, dimana bal ini tercermin dalam Pasal 48 ayat {1}, dikatakan

¥ Gunawan Widials, op.cit, lim.35.

# Lebih janjut Pasal 1977 syat (1) Kitsh Undang-Thwdang Hukum Perdala yakni sebagai berikut:
"Terhaday benda bargerak yang tidak berupa bunga, maupun phulang yang tidak harus dibayar
kapada st pembawa maka barangsiope yong menguasainya dianggap sebagai pemiliknya,”

# Adanys hanys saham atas nama yang dikenal dokum UUPT adalah merupalkan salah satu perbedaan
antara UUPT dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbates (LTUPT
sehelummya), Dalam UU No.l Tabun 1995 dikenal adanya saham atas tonjuk, dimana ssham ini
hanys dapat dikelvarkan jika sudab diselor penvh. Sedangkan dalam UUPT tidak dikenst lagi
penpeluaran yang tidak disetor peoubh, Bahkan daput dilihat bahwa terhitung sejak pendirian pertma
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bahwa: “Sabam Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, bal i dimaksudkan
bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan haruslah dalam bentuk atas
nam# atav saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh Persercan tersebut
mengeluarkan saham atas tunjuk.

Setiap lembar saham yang dikeluarkan olch Perseroan walib memiliki nila
nowinal sebagaimana fernyaia dalam Pasal 49 ayat (23 UUPT, sehingga sahar yang
tanpa niai pominal fidak dapat dikeluarkan. Nilai nominal saham ini biasanya
ditentukan dslam anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut, yang nantinya
jumlah bagian yang diambil oleh pemegang sahary dikalikan dengan nilai nominal
akan sama dengan modal yang ditempatkan atau disctor penuh delam perseroan
terbatas tersebut, Milat nominal saham ini sendid adalah diartikan sebagai nilai setiap
lembar saham yang terdapat pada perseroan terbatas. Penetapan besarnya nilai
nominal per lembar sabam ini adalah tergantung pada kemginan para pendin
perseroan terbatas tersebut,

Menurut UUPT, pada perseroan terbatas dimungkinkan untuk mengeluarkan
lebih dari satu klasifikasi sahem, namun sabam dalare klasifikasi yang sama akan
pula memberiken kepada pemegangnya hsk vang sama. Klasifikasi saham vang
dimaksud adalah seperti pada Pasal 53 ayat (4) vakni:

” a. saham dengan hak svara alau tanpa hak susra;

b.ssham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris;

c.sezham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembsli atau ditukar
dengan klasifikasi saham Jain;

d.saham yang memberikan hak kepada pemegangnya vofuk menerima
dividen terdebib dabulu dari pemepang saham Klasifikasi lain atas
pembagian dividen secara kumulatif atau ponlumulatif}

. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih,
dahuln dari pemegang saham klasifikasi lain atss pembagian sisa
kekayaan Perseroan dalam likuidasi”

kali, sclaruh pendini wajib untuk melalukan penyeioran pepnh teshadap modal dasar yasg diambil
bagian oleh masing-masing pendir, schingga hal ini berbeda dengan UL No.1 Tahun 1995 yang dulu
mengenal penyetoran 50% atau sebagian,
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Dalam hal suatu perseroan terbatas mengeluarkan lebih dan satu kelas atan
klasifikasi saham, maka besamya modal yang disetor perseroan terbatas haruslah
sama dengan jumlah keseluruhan hasil perkalian antara nilai nominal tiap-tiap kelas
saham dengan jumlah saham yang dikeluarkan untuk tiap-tiap kelas saham. Selain itu
pula, jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham tersebut, maka dalam anggaran
dasar perseroan terbatas itu akan ditetapkan salah satu diantaranya adalah sebagai
saham biasa.

Adapun kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam
persercan terbatas ini, dimana nantinya Direksi Perseroan wajib untuk mengadakan
dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham
perseroan terbatas tersebut. Daftar-daftar im disediakan di tempat kedudukan
Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang saham. Daftar pemegang saham
vang dimaksud adalah sebuah daftar yang berisi sekurang-kurangnya informasi-
informasi sebagai berikut:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Jumlah, momor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang
saham, dan klasifikasinya dzlam hal dikeluarkan lebih dari satu
kalsifikasi saham,;

¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham, dimana paling sedikit sama
dengan jumlah nilai nominal saham;

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana yang
telah diatur pada Pasal 34 ayat (2) UUPT.

Daftar khusus pemegang saham dimaksudkan sebagai sebuah daftar yang
dibuat oleh Direksi perseroan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan tersebut dan/atan pada

perseroan lain yang dilegkapi pula dengan tanggal saham tersebut diperoleh. Adapun
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maksud dari dibuatmya daftar kbhusus ini adalah merupakan sumber informasi
terhadap besamya kepemiliken dan kepentingen anggotz Direksi dan Dewan
Komisaris Persercan pada perseroan yang bersangkutan atau pada perseroan lain
sehingga nantinya akan dapat mencegah aten meminimalisasikan adanya conflict of
interest,
2. Hak-Hsk Yany Melekat Dayi Sabham

Benda dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dilaki olch orang®,
Sedangkan dalam arth sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja, ataupun
dipakat, spabila yang dimaksudkan adalah sebagal kekayaan seseorang. Apabila vang
dimaksud adaiah dalam anti kekayaan seseorang, maka meliputi pula barang-barang
yang tidak dapat terlibat seperti: hak-hak, misalnys hak piutang atau penagihan.
Sehingga dapatiah sescorang menjual atau mengpadaikan barang-barang vang dapat
tetlibiat, begito pula dengan ia dapat menjual ataupun menggadaikan hak-haknys.

Pembagian terhadap benda-benda yang dalam hukum memiliki akibat-akibat
yang sangat penting adalah sebagai berikut:>

a. Benda yang bergerak; terbagi lagi kedalam benda wyang bergerak
karena sifatoya dan benda vang bergerak karena ditentukan oleh
undang-undang. Benda yang bergerak karena sifatnya adalah benda
yang tidak tergabung dengan tansh atay dimaksudkan untuk mengikuti
tanah atau bangunan, contobnya batang perabot ramal. Semertara itu,
benda vang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah
seperti misalnya penagihan mengenai sejumish wang atau suatu benda
yang bergerak, surat-surat sero dari soatu persercan perdagangan,
surat-surat obligasi Negara dan sebagainva.

b. Benda yang {ak bergerak; terbapi atas sifatnya, tujuan pemakaiannya
dan karena memang ditentukan oleh undapg-uadang. Benda yang tak
bergerak berdasarkan sifatnya adalush tansh, termasuk segala sesustu
yang secara langsung atan tidak langsung, karena perbuatan alam atau

= subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Fakarta: BT btermasa, 19943, Hm 60,
® Subekt, op.cit, Hm61-62,
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perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanak
itu, yangmana dalam hal ini misalnya sebidang pekarangan beserts
segala apa yang terdapat di dalam tanah Hu dan segala apa yang
dibangun di situ secara tetap {rumah) dan yvang ditanam di sita (pohon)
termasuk buab-buahan di pohon yeng belum diambil. Karena tujuan
pemakaian dimaksudkan sebagai segala apa yang meskipun secara
tidak sungguh-sungguh digabungken dengan tanah atau bangunan
yangmana dimaksudkan uptuk mengikuti tanab aten bangunan itu
ontnk wakte yang agak lama, missloya mesin-mesin dalam suatu
pabrik. Benda yang tak bergerak karena memang ditentukan oleh
undang-undang adalah segala hak atan penagiban yang mengenai
suaty benda yang tak bergerak, mdisalnya hak penagihan untuk
pengembalian atau penyerahan benda tak bergerak,

Sejalan dengan hal diatas, ssham termasuk dalam benda bergerak®, sehingga
sebagai suatu benda, maka saham memberikan hak kebendaan® kepada pemiliknya,
dimana hak ini dapat diperizhankan kepada setiap oreng. Oleh karenanya, scbagai
suatu benda, selain dapat dimiliki sabam dapat dijadikan sebagai jaminan atau
agunan bagi pemenuhan kewajiban atau perikatan atau utang dari pemilik saham yang
bersangkutan, Hal i dapat ditemui dafara Kitab Undang-undang Hokem Perdata
Pasal 1131 yakni: “segala kebendaan si berotang, baik yang bergerak maupun vang
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan.”

Sistem hukum jarninan di Indonesia terhadap benda yang bergerak khususnya
dalam hal ini terhadap saham, memungkipkan atas saham tersebut untuk dapat
diagunkan sccara gadai ataupun dijamiokan secara fidusia. Adanya penjaminan
secara fidusia ini adalah dilatarbelakangi dengan fahimya Undang-undang Nomor 42

* Lihat Pasal 80 syat (1) UUPT yang mengatakan bahwa: “Sakam merupakan benda bergerak dan
memberikan hak sebagaimeona dimaksud datam Pasal 32 kepada pemililaya”.

% Hak Kebendaan dimeksudkan sebagal suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung slas suatu
benda, yang dapat dipertabankan terhadap tiap ovang.
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Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun ketentuan yang menegaskan mengenai
hal ini adalah terdapat pada Pasal 60 UUPT sebagat berikut:

“{2)} Szham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang
tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat
dalam dafiar pemegang saham dan daftar khusus scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 50.

(4) Hak suara atag snham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia
tetap berada pada pemegang sabam.”

Penjaminan dalam bentuk gadai dengan fidusia memiliki  perbedaan.
perbedaan secara konseptual dimana pada jaminan fidusia haruslah dibuatkan dalam
bentuk akta otentik sedangkan pada gadai saham tidak dipedukan adanya akta otentik
terscbut. Pada gadai saham nantinya sertifikat saham dikeluarkan dari pemilik saham,
sementara pada fidusia saham, penerima jaminan fidusia dapat menguasai surat
segham vamun diperfukan pemberian kuasa. Pada jamninan fidusia atas saham adalah
wajib didaflarkan pada Departemen Hukem dan Hak Asasi Manusia guna
memperoleh sertifikat jaminan fidusia, sehingga lahimya jaminan fidusia tersebut
adalah pada saat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Sementara pada gadai
saham, pendaftaran dan pengumuman tidak diperlukan dan saat sahnya gadai adalah
pada saat pemberitabuan gadai saham pada perseroan. Hapusnys gadai saham adalab
pada saat sertifikat saham keluar dari kekusssan penerimas gedai, sedangkan
keluamya sertifikat fidusis dan tangan peoedma jamupan  fidusia  tidaklah
menghapuskan jaminan fidusia tersebut.

Schagaimans telah dikatakan sebelumnya, maka saham sebagai sebuab benda
memberikan hak-hak kepada pemilik atau pemegangnya. Hal ini dapat ditemukan
pada UUPT khususnya pads Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa saham
memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

. menghadird dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;,

2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
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3. menjalankan bak lsinnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
ini.*

Ketentuan seperti yang diatur pada pasal tersebut diatas adalab hanya dapat
berlaku dan dilaksanakan oleh nama pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan. Hak yang melekat pada tiep
lembar saham adaleb hak yang tidak dapat dibagi-bagi, eleh karenanya apabila
terdapat sata lembar saham vang dimiliki oleh lebih dan satu orang, naeka hak vang
ada pada dan lahir dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat diporgunakan satu
kali oleh satu subjek hukum. Sehingga jika terdapat satu lembar sahiam yang dimiliki
oleh lebih dan satu orang atau badan bukom, maka harus ditunjuk satu orang afan
badan hukem untuk menjadi wakil bersama, dan pantinya saham tersebut akan dicatat
atas nama wakil bersama tersebut pada Daftar Pemegang Saham perseroan dengan
catatan sebagai kepemilikan bersama (qq). Adapun segala tindakan yang dilakukan
dan pelaksanaan hak yang diambil oleh wakil bersama itu akan mengikat seluruhnya.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke datam:*’

1. hak individual yang melekat pada dirl pemegang saham pribadi, vangmana
dapat dibagt lagi ke dalam:

2. hak yang melekat pada penyelenggsrasn atan pelaksenasn suatu
Rapat Umum Pemegang Saham, yakai sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007:

i Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1): Hak untuk memanggil
Rapat Umum Pemegang Saham;

it. Pasal 85 ayat (1); Hak untmk hadir dan bersuara dalam Rapat
Uronm Pemegang Sahanm,

b. Hak vang sama sekali tidak berkaitan ateu berhubungan dengan
pelaksanaan Rapat Umum Pomegang Sabam, yakni sebagaimana
diatur pada Undang-Undang Nosnor 40 Tahun 2007 yakni:

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahon 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
# Gunawan Widjaja, op.cit., hlm. 70.
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1. Pasal 51 jo. Pasal 48 ayat (1): Hak untuk memperoleh saham dari
penerbitan saham selanjutnya (first right of refisal);

. Pasal 43 ayat (1) dan (2): Hak mendahulu untuk ditawarkan dan
untuk membeli saham dari pemegang scham lainnya yang
hendak menjual sehamnya (apabila diatur dalam anggaran dasar
perseroany;

i, Pasal 61 ayat {1} Hek untuk mengeajukan gugatan terhadap
perseroan ke penpadilan neperi apabila dirugikan karena
tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan
wajar sebagai skibat keputusan RUPS, Direksi, danfatau Dewan
Komisaris;

tv. Pasal 62 ayat (1) : Hak memints kepads Perseroan agar
sehamnya dibeli dengan bharga yang wajar apabila yang
bersangkutan  tidak menyetujui  tindakan Perseroan vang
merugikan pemegang saham atan Persercan, berupa perubshan
anggaran dasar; pengaliban atas penjaminan kekayaan Perseroan
yang mempunyar nilai lebih dari 50% (limapuinh persen)
kekayaan bersih Porsercan; astaw Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalibipn, atau Pemisahan;

v. Pasal 56: Hak untuk kelvar, dalam hal ini untuk menjual atau
mengalibkan sabamnya kepada pihak lain, dasd Perseroan ;

vi., Pasal 71 dan Pagal 72: Hak untuk memperoleh deviden;

vil. Pasal 149 ayat (1) huref 40 Hak untuk memperoleh pembayaran
sisa hasil Likuidasi,

2. hak yang ditorunkan dari persercan, vyang dikenal dengan hak derivatif

(derivative suit atau derivative action).

a. Pagal 97 ayat (6): Hak antuk atas nama Perseroan , yvang dimiliki oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1710 {satu persepuluhb)
bagian dari jurolah selurch sabam dengan hak suare untuk dapat
mengajukan gugatan melalni pengadilan negeri terbadap anggota Direksi
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yang karena kesalaban atau kelalaiannya menimbulkan kemgian pada
Perseroan;

b. Pasal 114 ayat (6): Hak untuk untuk atas nama Perseroan , yang dimiliki
oleh pemegang saham yanpg mewakili paling sedikit 1/10 (sam
persepulub) bagian dad jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk
dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke
pengadilan negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya mepimbulkan
kerugian pada Perseroan.

Hak Pemegang sabam juga dapat dikateporikan ke dalam dua hal vaitu

-sebagai berilaut:?

a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap perseroan terbatas, dimana
vmumnya berlaku bagi pemepang saham pengendali yang  adalsh
pemegang saham mayoritas;

b. Hak umiuk melakukan pengawasan terhadap persercan terbatas, dirnana
biagsanya diperoleh oleh pemegang saham minoritas ateu non-pengendali,

Pengaliban hak milik atas saham seperti yang ielah dikatakan diatas, dapat
terjadi dengan cara yang umumnya terjadi pada peralihan hak milik aias suate benda
lainnya vaitu terjadi karena:

a. Perjanjian, datarn bentuk jual-beli, tukar menukar atau hibah;

b. Undang-undang, dikarenakan adanya pewarisan;

¢. Karena putnsan hakim vang berkekuatan hukum teiap alan vang
dipersarnakan dengan itu, seperti melalui pelelangan.

Oleh karenanya, dalam melakukan peralihan hak milik atas sabam diwajibken
untuk memennhi beberapa persyaratan. Hal ini adalsh dikarenakan hakikat saham itu
adalah sebagai bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang
memberikan hak tagih atas sisa basil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan
pintang atas nama dan sebagai bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam
pesseroan erbatas, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di

# Gunawan Widjasa, op ¢it, Hm.77.
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Menteri hukum dan HAM RI. Adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah
sebagai berikut

a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas
sabam, sepert] akta jual beli, akta tukar reenukar, atau alta hibah;

k. Wajib dicatathan akta pemindahan hak atas sabam tersebu?, tanggal dan
hati pemindshan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atay
daftar khusus;

¢. Memberitahukan perubshan susunan pemegang saham kepada Menterd
untuk dicatat dalam dafiar perseroan paling fambat 30 {tigapuluh) hari
terhitung sejek tanpgal pencatatan pemindaban hak, dilaporkan kepada
Mentert hukum dan HAM RI serta selanjutnya didaftarkan dalam daftar
perseroan. '

Apabila saham yang hendak dialibkan adalah saham dalam persercan terbatas
tertotup, maka Undang-undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa dalam anggaran
dasar perseroan terbatas tersebut dapatlah diatur ketentuan-ketentuan:

a. Untuk mewajibkan dilakukannya pepawaran kepada pemegang saham
dalam perserosn terbatas terlebih dahulo sebelum saham perseroan
terbatas tersebut dijnal kepada pihak ketiga;

b. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan  organ perseroan  terbatas
{RUPS) yang baik persciujuan ataupun penolakannya harus diberikan
secara teriulis dalam jangka waktu 90 (sembilanpululy han terhitung
sejak organ perseroan tersebut menerima permintaan pemindaban hak
tersebut;

¢, Mensyaratkan diperolchnya persetujuan/izin iostansi yang berwenang
teclebih dahulu, seperti misalnya jika perseroan terbatas tersebut adalah
perseroan terbatas terbuka, maka berlaku ketentuen dalam peraturan
perundang-undangan di kidang passr modal, termasuk undang-undang
pasar modal dan peraturan Badan pengawas pasar model (Bapepam).
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3. Eepemilikan Saham Nominee Pada Perseroan Terbatus Dalam Sistem
Huakum Indonesia

Menurut Black’s Law Dictionary, Nominee dijabarkan sebagai berikut™:

1.4 person who proposed for an office, membership, award or like title, or

status. An individual seeking nomination, election or appointment is a

candidate. 4 candidate for election becomes a nominee aofter being

nominated. 2. A person designated (o act in place of another usually in a very
limited way. 3. A party who holds bare legal tittle for the benefit of others or
who receives and distributes funds for the benefit of others.

Dari pengertian tersebut diatas, dapal dilibat bahwa gecara harfiah, nominee
memiliki dua pengertian yang berbeda, Pengertian pertamma adalah nominee merujuk
pada suatu usulan atau pominasi kandidat atau calon untuk mendudukid suatu jabatan
tertentu, untuk memperoleh suatu penghargean tertenty, atau untuk jenis-jenis
pencalonan lainnya. Sedangkan pengertian yang kedus adalah dimana nominee
sgbagai orang yang mewakili kepentingan pihak lain. Terkait dengan kepemilikan
szsham pade perseroan terbatas, maka pengertian yang kedua inilah yang
mengisyaratkan bahwa seorang pemegang ssham nominee atau nominee shareholder
adalah merupakan seomng dummy shereholder. Lebih lanjut, Black’s Law Dictionary
mendefinisikan scbagal berikul: “o sharcholders who own stock in name only for the
benefit of the true owner, whose identity is usually concealed.”

Makna dari adanya pemegang sabam nominge adalah senantiasa terkait
dengan keberadaan seorang ataupun suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai
pemegang sabam stau lebih tepatnya pemilik terdafisr deri sejumlah lembar saham
tertentu, dan oleh karenamya bertindak dalam hukum sebagal pemilik saham dan
melaksanakan hak-hak yang dimiliki cleh pemegang saham, manskala pemegang
saham “yang sebenarnya” atau yang menunjuk pihak nominee ini tidaklah
dicantumkan atau disebutkan namanya sebagai pemilik saham. Selain itu tujuan dari
adanya kepemilikan saham nominee ini juga untuk dapat menghilangkan hubungan
terafiliasi antara satu perusshean dengan perusehaan lainnya yang sudah ade atau
telah didirikan terlebih dabuolu.

¥ Gunawan Widjaja, op.cit, him.51-52,
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Maka dalam konsep nominge ini dapatlah dikenal 2 (dua} pihak, yakni pihak
nominee sebagai pibak yang tercatat secara hukum dan pihak frue owner sebagai
pihak yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindekan-tindakan
yang dilakukan oleh pitiek yang tercatat secara hukum. Sehingga terkait dengan
kepemilikan saham pada perseroan terbatas, maka nantinya yang akan tercatat dalam
Daftar Pemegang Salwm pada perseroan terbatas adalah nama dan identitas dari
nominee sedangkan nama dan identitas dari frue owner tidakiah mncul.

Pengpunman konsep nominee ini dalam kepemiilikan ssham pada pesercan
terbatas dilakukan oleh pihalc-pihak tertenty untak mencan jalan keluar dari adanye
pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah. Selain ito pula bertujuan
untuk memperoleh keuntungan-keuntungan depgan melakukan investasi dalam
bidang usaha yang terdapat larangan atan termasuk dalam regative list investment di
Indonesia. Schingga adanys kepentingan-kepentingan yang bersifat komersial atan
untuk tujuan usaha terscbut dengan adanys konsep nominee akan menyembunyikan
nama dan identitas dari pemilik saham yang scbenamya dari khalayak ormmm dan
khususnya pemerintah Indonesia, karena nantinya yang akan tercatat adalah nama dan
identitas pihak yang telah ditunjuk sebagai nominee tersebut.

Setiap pemegang sabam nominge yang ditunjuk nantinya akan mewskili
kepentingan pemilik sehenarnya dari saham tersebut (frue owner), dimana pemegang
saham nominee akan bhertindak untuk dan atas nama pemilik sehenarnya atas saham
tersebut dengan hak dan kewapiban yang samna dengan pemegang ssham pada
umumnya; antarz lain untuk menghadin Rapat Umum Pemegang Saham dan
mengelusrkan hak suars vapg seh dalam Rapat Umum Pemegang Saham fersebut,
Namun, pemegang sabam nominee tidekdah bebas dalam menetukan tindakan dan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saharn menurut kehendaknya sendird,
melainkan akan bertindak sesual dengan perintah dan arshan dag pemilik saham
sebenarmya {frue owner), Oleh karenanya hubungan antara nominee dan true owner
i ditvangkan oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri di luar akta pendirian
perseroan ierbatas, baik dengan perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta
otentik.
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Walaupun terdapat perjanjian diantara keduanya, yakni pihak nominee dengan
true owner, pemegang saham yang diakui oleh hukum hanyalah pemegang saham
nominee yang tercatat dalam anggaran dasar dari perseroan. Perseroan dan hukum
dalam hal ini tidak mengakui pemilik sebenamya saham dalam kepemilikan saham
pada perseroan terbatas tersebut. Adanya perjanjian nominee antara pemegang saham
nominee dengan frue owner tersebut pun hanyalah mengikat diantara keduanya,
sehingga tidaklah mengikat pihak ketiga lainnya.

Keadaan tersebut diatas adalah merupakan konsekuensi dari pendirian suatu
perseroan terbatas, dimana walaupun memang pendirian suatu perseroan terbatas
tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, layaknya
disayaratkan dalam suatu perjanjian, namun tidaklah terlepas dari adanya batasan-
batasan hukum lainnya. Batasan-batasan hukum lainnya tersebut adalah sepert
Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diater bahwa untuk menjadikan suatu
perseroan terbatas ini menjadi sebuah badan hukum, maka persercan terbatas ini
memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Perseroan terbatas tersebut setelah melalul proses pengajuan dan setelah
mendapat pengesahan dengan adanya Surat Keputusan dari Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka keseluruhan data-data kepemilikan
saham dan data pengurus yang ada pada akta pendirian perseroan terbatas itupun
telah masuk dan terdata pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data-data yang tercatat
pada database Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
adalah akta-akta yang tercantum dalam akta pendirian. Oleh karenanya, nantinya
peraturan hanya akan membaca pihak-pihak yang tercantum dalam akta pendirian
suatu perseroan terbatas tersebut.

B. Konsepsi Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perikatan Indonesia Dan Akta
Notariil Menurut Ketentuan Yang Berlaku

1. Xonsepsi Unum Perjanjian
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Buku I Kimsb Usndang-Undang Hukum Perdata mengenal istilsh “van
verbintenissen™ yang dalam kepustskaan hukum Indonesia diterjemahkan menjadi
perutangan, perjanjian, ataupun perikatan, dan diantara ketiga istilah ini yang sering
digunakan untuk mengartikan verbintenis itu sendiri adalah perikatan®, Perikatan
sendini adalah mempakan hubungan hukum antara doa pihak di dalam lapangan hartta
kekayaan, dimana pihak vang satu (biasa disebut sebagai kreditur} berhak atas
prestasi dan pihak vang lain (biasa discbut scbagai debitur) berkewsjiban memenuhi
presiasi tersebut,

Sehinpga dalam definisi diatss dapat dilihat bahwa pada suatu perikatan
terdapat hak di satu pibak dan ada pula kewajiban di pihak yang lainnya, Hak dan
kewajiban ini mesupakan akibat hubungan hukum yakei hubungan yang diatur oleh
hukum. Adapun objek dari perikatan biasanya discbut dengan “prestasi”. Lebih lanjut
Pasal 1234 Kitab Usndang-Undang H&x}{zzm‘ Perdata mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan prestasi adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan adaleh untulk
merberilkan sesusty, untuk barbuat sesvata, atan untuk tidak berbuat sesuatn.” Pada
definisi digtas ditemmi adanya kata “sesuatu”, dimana yang dimaksud dengan
“sesuatu” adalah tergantung daripada maksud dan tujuan daripada pihak yang
mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang barus diperbuat dan
fidak boleh diperbust. “Sesusty” ferschut adalah bisa dalam bentuk matens
{berwujud) maunpun tmmaterial (tidak berwujud).

Prestasi dani suata perikatan harus memennhi syarat-syarat sebagai berikut:™

a. Harus diperkenankan, dalam artian tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban uwmum dan kesusilaan. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata soengaturnya dalam Pasal 1335 dan 1337°%

* Riduan Syshmani, op.cit,, hlm 203,

* Toid, hin 206,

32 pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Suatu perjaniian tanpa sebab, atau yang telsh dibuat
karena suafu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,”

Pasal 1337 KUHPerdala menyatakan bahwa @ “Suatu sebaby adalah terlarang, apabita dilarang oleh
Undang-undang, atay apabila berdawanan dengan kesusitaan baik ata ketertiban vmum
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b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam artian harus terang dan
jelas, sebagaimans telah dirumuskan pada Pasal 1320 ayat (3) dan
1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata®,

¢. Harus mungkin dilakukan, dalam artian sungkin  dilaksanakan
memirut kemampuan manusia,

Menumut ketentuan Pasal 1233 Kiteb Undang-undang Hukum Perdata,
sumber-sumber perikatan diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu
perjanjian maupun dapatlah lakir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari
Undang-undang dapat dibagi atas: perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan
perikatan yang lahir dari usndang-undang karena perbuatan seseorang, dimana
perbuatan orang imi dapat bemups perbuatan yang diperbolehkan slaupun yeng
melanggar hukuman (onrechimatigy”,

Lebih lasjut yang dimaksudkan sebagai perikatan-perikatan yang lahir dari
undang-undang saja  ialeh perikatan-perikatan yang timbul oleh  hubungan
kekeluargaan, misalnya seperti kewajiban seorang anak yang mampu tnmk
memberikan patkah pada orangiuanya dalam keadaan yang tidak mampu. Sementara
itu perikatan yang lahir dari undang-undang karenma suatu pecbuatan vang
diperbolchkan adalah dapat timbul jiks sescorang melakukan suatu “pembayaran
yang tidak diwajibkan”. Selain its, perikatan lain vang lahir dari undang-undang
karena perbustan yang  diperbolehkan  adalsh  vang  dinamaksn  dengan
gaakweaarneming dan pengaturannva. Zaabweerneming diatur pada Pasal 1354

¥ Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata mengatakan bakwa "Untuk sahnya suaty peganjian diperiukan
empat syarat; 3, suatu hal tertentu.” Dimana selenghkapnya dalam pasal ini ketiga syarat yang lain
adalah sepakat mereks yang mengikalan diinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, dan
suatu sebab yang hatal.®

Pesal 1333 KUHPerdats mengatekan babwa . Suatu perianiien harus meopunyal schagal pokok suntu
burang yeng palivg sedikit ditentukan jenisnya, Tiduddah menjadi halanpan balwa jumish harang Hidak
tenty, asal saja fumlah ine terkemudizn dapat ditentoken atpu dikiung”

# Subsks, op.cit, Mm. 132,

# Mengenai “pembayaran yang tidak diwajibkan™ ind dister pada Pasal 1359 syst (1) KUHperdata,
yangmana porbuatan sepert demiian ind menerbition suste pedkatan yaitu memberikan huk keopada
omng vang teizh membayar i ontuk memmiut kembali ape yang telsh dibayerdan dan meletskan
kewaiiban di pitak laio uatuk mengembalikan pembayaran.pembayaran it

Universitas Indonesta

Akibat Hukum..., Aprenia Andita, FH Ul, 2009



30

KUHPerdata dan terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta,
mengurus kepentingan-kepentingan orang lain.

Perikatan vang lahir dan endang-undang dikarenakan perbuatan seseorang
yang melanggar hukurn distor pada Pasal 1365 KUHPerdaia sebagai berikut: “Tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewsjibkan orang vang karena salabnya menerbitkan kemigian it mengganti
kerugian tersebut”, Dikatakan sebagai perbuatan vang melangpar hukum atau
onrechtmatiz apabila tidak sala perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang
lain, tetapt juga tiap perbuvatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus
diindahkan dalam pergaulan musyarakat terhadap pribadi ataw benda orang lain. Hal
iod adalah didasar dard adanya putusan hoge raad tanggal 13 Januart 1919.

Perikatan yang lahir dari Perjanjian diatar dalam buku I1 KUHPerdata bab
ke-lima sampai dengan bab ke-delapan belas. Perjanjian dapat dikatakan sebagat
sumber perikatan yang terpenting, hal imi dikarenakae melalui perjaniianiah para
pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik yang
bernama maupun tidak bernama®®. Adanya keleluasaan atan kebebasan ini adalah
dikarenakan sistem terbuka vang dizout oleh buku T KUHPerdata terschut
vangmana para pihak bebas untuk mengadakan kontrak {perjanjian) dengan siapa
pun, menentukan syarat-svarainys, pelaksanaamnya dan  bestuk  kontrak
{perjanjianinya, baik berbentuk lisan msupun tertulis”. Schinggz pantinya kita
diperkenankan wniuk membuat perjanjian (kontrak) tersebut, baik yang telah dikenal
dalags KUHPerdata msaupun di luar XUHPsrdata yang discbut schagai peganjian
herpama mavpun tidak bemama tersebut,

Pengertian Perjaniian (kontrak) dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 1313
KUHPerdata yaitu sebagai berikut: “Perjanjian adaish suatu perbuatan dengan mana
satu pihak atan lebih mengikatkan divinya terhadap satu orang atau Iehih”™,

* Riduan Syahranm, op.cit., klm, 211,
¥ Zalim, HS., Perkembangan Hukwm Kontrak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
20033, dlm. 1.
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Menurut Black’s Law Dictionary, vang diartikan sebagai confract adalah; “4d»n
agreement between fwo or more person which creates an obligation 1o do or not to
do particular thing.” Definisi tersebut diartikan bahwa kontrak merupakan suate
persetujuan antara dua orang atau lebil, yangmana menimbulkan sebuah kewajiban
untuk melakukan atau tidak roelakukan sesvatu secara sebagian. Atan dengan kata
lain kontrak {perjanjian) dilihat sebagai persetujuan dard para pihak untuk
melaksanaken kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secars sebagian,

Menurut Salin H.S. dikatakan bahwa perjanjian (kontrak) adaleh™;

“Hubungan hukom antara subjek hukum yang satu dengan subiek hukum
yang lain dalam bidang harta kekayean. Perlu diketahui bahwa sobjek hukum
vang satu berhak atas prestasi dam begitu juga subiek hukum yang lain

- berkewaiiban umtuk melaksanakan prestasinya sesusi dengan vang telah
disepakatinya.”

Definisi diatas dapatlah dilihat unsur-unsur dari sebuah perjanjian (koniak)
adalah yakni:

1. Adanya hubungan hulum, yang dimaksudkan scbagal hubuagan
hukum adalah dimana merupakan hubungan yang menimbulkan akibat
hukum, Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban.

3. Adanya prestasi, dimana prestasi ini adalah terdiri atas melakukan
sesuaty, berbuat sesuafu, dae tidak berbuat sesuatu,

4, Dibidang harta kekayazn.

Seperti telsh disingguag pada uraian sebelumnya  diatas, KUHPerdats
membagi perianjion menjadi Perjanjian bemama dan Perjanjian tak bemsroa.
Perjanjian bernama adalah perjanjian vang dikenal didalam KUHPerdata seperti jual-
beli, tukar-mepnkar, sewa-menyvewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang,
pinjam pakai, pinjam-mensinjam, pemberian kuass, poranggungan wang, perisnjian
ubtung-untungan, den perdamaian. Sementara itu, perjanfian tak bernama adalah

* 1bid., him.17.
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perianjian-perianjian (kontrak-kontrak) vang tmbul, tumbuh, dan berkembang di
dalam praktik. Perkembangan inl adalah didasari dan adanmya asas kebebasan
berkontrak sebagaimana diatr dalam KUHPerdata Pasal 1338. Menpurut Mariam
Darus Badrulzaman perjanjian tak bermamz ini dikatakan sebagai: “Perjanjian-
perjanjian vang tidak diatur dalam K1JFPerdata, tetapi terdapat di masayarakat. Hal
ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atan partif autonomi yang
berlaku dalam perjanjian.”

Dari paparan diatas, maka dapatlah ditarik elemen-elemen dari perjanjian tak
bernama tersebut adalah:

1. Peranjian (kontrak) yang tidak diatur dalam KUHPerdata,
2. Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
3. Didasarkan pada asas kebebasan berkontrzk

Contoh yang telah ada dan berkembang dalam masyacakat adalah berbagai
perjanjian staw kontrak-kontrak baru seperti : kontwsk production sharing, jeint
venture, kontrak karya, kontrak konstruksi, leasing, beli sewa, fonchise, dan lain-
fain.

Selanjutnys Bukn [ KUHPerdata juga mengenal Hima asas penting vakni
ases kebebasan berkonfrak, asas konsepsualisme, asas pacta sunt servanda {(asas
kepastian hukum), asas itkad baik, dan asas kepribadian®. Asas kebebasan
berkontrak dapat kita lihat pengaturannya pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yakni schagal berikut: “Semua perjanjian vang dibuat secara sah berlaku schagal
undang-undang bagl mereka yang membuatnya.” Pengaturan pasal tersebut memiliki
makna babwe dengan adanys kebebasan memsbuat perjanjian terserbut berarti orang
dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam buke I
KUHPerdata akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, karena perjanjian yang
dibuat secara sah akan berlakm schagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya.

Adanya kebebasan berkontrak membuat kedudukan pasal-pasal dalam buku
IIT KUHPerdata tersebut khususnya pasal-pasal pada bab ¥V sampai dengan XVII

 1hid, lim.9.
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banyak yang akan bersifat sebagai hukum pelengkap saja, yang berarti boleh
dikesampingkan sekiranya para pihak yang membuat perjanjian menghendakinya.
Selain i para pihak yang membuat perjaniian juga diperbolebkan untuk
menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan
dengan apa yang mereka kehendaki. Oleh karenanya, pasal-pasal tersebut yang dapat
dikesampingkan ity baru mengikat terhadap mereka, apabila para pihak tersebut tidsk
mengaturnya dalam perjaniizn ataupun mengatrnya namun tidak lengkap, maka hal-
hal tersebut yang tidak distur tersendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukum
perikatan®®.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa para pihak diberi
kebebason untuk melalukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuat atau tidak membuat perianjian;

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

¢. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannyz;
d. Menentukan beatulmya perjanjian, yaita tertulis atau lisan

Asas konseosuslisme merupskan asas yang menpatakan bahwa peganiian
pada umumnpye #dak diadakan secara formal, namun cukup dengan sadauya
kesepakatan keduz belab pihak, yangmana kesepakatan adalah persesuajan sntara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adanya asas ind dapat
disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat {1) KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:
¥ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1.sepskat mereka yang
mengikatkan dirinys”.

K UHPerdata mengenal asas konsensuzlisme tersebut adalah berkaitan dengan
bentuk perdaniien itu sendivi. Sementara #u asas kepastian hukum atau pacta sunt
servanda adalah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Berkaitan dengan
asas ini, maka baik hakim maupun pibak ketiga harmis menghormati substansi
perjaniian (kontrak) vang dibuat oleh para pihak, schagaimana layaknya sebush
undang-undang, schingga nantinya mercka tidek diperbolebkan untuk melakukan
intervensi terhadap substansi dari perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak

# Riduan Syabwani, sp.cit., Klm 213,
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tersebut. Asas ini pun merupakan cerminan dari Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1)
yangmana perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak tersebut. Asas selanjutnya adalah asas itikad baik, dimana
maksud dari asas ini adalah agar kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi
perjanjian (kontrak) berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau
kemauan baik dari para pihak. Asas ini merupakan simpulan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yakni - Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas kepribadian atau disebut juga sebagai asas personalitas merupakan asas
yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu
peranjian (kontrak) hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pengaturannya
dapat dilihat pada Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUHPerdata
berbunyi: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”’. Sehingga yang
menjadi maksud dari pasal ini adalah pada umumnya sescorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara
pihak-pihak yang membuatnya.” Sehingga maksudnya cukup jelas bahwa perjanjian
yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatmya. Namun
terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yakni dapat pula
perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu petjanjian yang dibuat
untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu Syarat
semacam itu. Oleh karenanya maksud dari pasal ini adalah seseorang dapat saja
mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga , dengan suatu syarat yang
ditentukan.

Penerapan dari asas personalitas ini dapat kita lihat pada bagian awal
perjanjian dimana pasti mencantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi
nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan amatlah
penting karena hal ini nantinya berhubungan erat dengan suatu perbuatan hukum
tertentu yang dapat ataupun tidak dapat dilakukan oleh yang bersangkutan.
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Suaty perjanjian yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperiukan empat syarat:
I. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suate perikatan;
3. suatu bal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”

Syarat pertama yang dikemukakan dalam pasal distas adalah adanys
kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernvataan
kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya . Sehingge yang sesvai
itu.adalah pernyataannya, karena kehendsk tidaklah dapat dilihat maupun diketahui
oleh orang lain. Adapun cara.cara vniuk tegadinya persesuaian kehendak tersebut
yaitu dengan:

a. bahasa yang sempurna dan tertulis;

b. bahasa yang sempurna secara lisan;

¢. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak
lawan., Karena dalamn kenyatzannya sering kali seseorang
menyampaikan denpan bahasa yang fidek sempuma tetapi
dimengerti oleh pibak lawannya;

d. bahasa isvarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

e. diam atag membisu tetapi asal dapat dipahami atan diterima
pihak lawan.

Diantara cara-cara yang dikemukakan diatas, cara yaog paling banysk
dilakukan oleh para pihak, vaitu dengan bahasa yang sempurpa secara Hsan den
secara fertulis. Adapun tujuan dari pembuatan perfanjian secara teriulis adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bekii yang sempurna
apahila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari.

M gatim, B3, op.cit. Kim, 23,
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Cakap merupakan syarat wnom untuk dapat melskukan perbustan hukum
secara sah, dimana orang-orang yang cakap berarti harus sudah dewass, sehat akal
pikiran dan fidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan uatuk
melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Ukuran untuk kedewasaan adalah bagi yang
telah berumur 21 tahun dan atan sudab kawin. Sementara orang yang tidak
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah wmur, erang
yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri'2, Persyaratan mengenai kecakapan ini
amatiah penting, disamping para pihak yang skan membuat perjaniisn ini adalah
mempertarubkan  kekayaannya schinggs vang bersangkwtan adaleh seharusnya
sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya tersebut, Namun
pula mengingat nantinya para pihak yang akan membuat perfanjian ini akan terikat
pada perjanjian yang dibuatnya tersebut, sechingga harus benar-bepar memiliki
kemnampuan untuk menyadari tanggung jawab yang akan dipikulays karena perbuatan
hukum yang dilekukannya terssbut. Oleh karenanya, kecakapan untuk membuat suatu
perjanjian ini mengandung kesadaran onink melindongi baik bagi dirinya dan bagi
miliknys maupun dalam hubungannya dengan kesclamatan kelnarganya™.

Kecakapan vnuk melakukan tindakan hukum merupaken kewenangan yvang
diberikan dan dijamin oleh bukum tidak saja terhadap orang pribadi tetapi juga
terhadap korporasi (legal enmtity). Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun
bubungan hukum untek dan atas kepentingan pribadi adalab berbeda dengan
kewenangan mclakukan tindakan bukum untik dan atas kepentingan suatu badan
hukum {legat envity). Kewenangsan dalam melakukan tindakan hukum vntuk dan atas
kepentingan badan hukom, seperti misalaya pada perseroan terbatas, hanys dapat
dilakukan oleh orsng dewasa yang mempunyal jabatan dircksi pada perseroan

%2 Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, istrd termasuk golongan yang tidak cakagp untuk membuat siatu
perjanjian, namun dalam perkembangannya st dapst melskukan perhumian bukum, Hal ind
sebagaimans dapat dilibat pengaturannya dalars Pasal 31 UndangUndang Nomor 1 Tahos 1974
Tentang Perkawinan, yangmana dikatakan sebapal berikat;
*1. Hak dan kedudukan istn adalah scimbang dengso hole don kedudukan suam dalwen kehidopan
ramah tangga dan peresulan hidup bersams dalans wasyarakat,

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakekan perbuaten hukom,

3. Suami sdalah kepala keluarga dan istd by auh tanggy!

Selain itu juga dapat dilihet pengatiran pada SEMA Nemor 3 Tahun 1963,
# Satim, H.5., op.cit. blm. 24.
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terbatas tersebut ataupun orang dewasa yang mendapatkan kewenangan (power of
attorney) untuk mewakili kepentingan perseroan ferbatas dart direktur persercan
terbatas tersebut®,

Suat: hal fertentn seperti pada Pasal 1320 KUHPerdata diatas adalah
dimaksudkan sebagai apa yang menjadi objek petjanjian, yangmana hal ini adalah
prestasi. Menurut Mertokusumo, prestasi adalah 7 "apa yang menjadi kewajiban
debitur dan apa yang menjadi hak kreditus®. Prestasi sebagai objek dari pedjanjian
haruslzh jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini adalah sangat penting
untuk dapal mengulcir bagaimans para pihak menjalankan prestasi masing-masing
terhadap hal-hal vyeng telah disepakati tersebut. Karena apabila hal-hal vyang
disecpakati tidak jslas dalam sebugh perjanjian, maka zkan memimbulkan
ketidakiclasan perjanjian {(kontrak) dan dapat mengakibatkan peganjian (kontrak)
tersebut batal demi hukum keberlakuannya. Lebih lanjut Subekti mengatakan bahwa
perjanjian tersebut dari semula tidak pemah dilabirken peganjian dan Sidak pernah
ada suaty perikatan™.

Syarat terakhir menurut Pasal 1320 KUHPerdatz mengenai syarat sahnya
suat perjeniian adalah adanya suaty schab {causa) yang halal. Dalam Pasal ind tidak
dijelaskan pengerfian causa yang halal tersebut, namun ditegaskan bahwa suatn
kontrak {perjanjian} yang didasari oleh causa yaug tidak halal adalah batal demi
bukum. Hal ini adalak sejalan dengan Pasal 1335 XUHPerdata yang mengatakan
bahwa suate perjanjian tanpa schab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang
palsu atasu ferlarang, tidak mempunyai kekuatan Suatu sebabfeausa yang terlarang
adalah apabils bertentapgan dengan undang-undzng, kesusilaan, dan ketertiban
wnum. Lebih langut pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1337 KUHPerdata yakni
sebagai berikut “Suatu scbab adalah terdarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-
undang atau bila schab im bertentangan dengan kesusilaan atan dengan ketertiban

nmum, ™

® Ricardo Stmanjuntak, Teferik Perancangan Kontrak Biznis, {Takarta: Kontan, 2006), him. 165.
* thid, him.16%.
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Terhadap keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata seperti yang telah
diuraikan diatas, maka syarat yang pertama dan kedua, yzkni adanya kesepakatan
diantara para pihak yang membuatnya serta kecakapan dari para pihak pembuat
perjantian tersebut, disebut sebagai syarat subyeltif. Dikatakan sehagai syarat
subyekif adalah dikarenakan berkenasn dengan pihak-pihak yang membuat
perjaniian terschut. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu
dapat dibatalkan dalam artian salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan
untuk membatalkan perjanjien yeng disepakatinya. Sedangkan syarst ketiga dan
keempat, yakni adanya ohjek perjanjian dan suatn sebab {causa) yang halal, adalah
merupakan sysrat objektif dari suate perjanjian karena menyangkut objek perjanjian,
Oleh karenanys, apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal
deird hukumy, yang berarti pejaniian vang dibuat oleh para pihak tersebut dari semula
dianggap tidak ada.

2. Tinjanan Terhadap Karakier Yuridis dari Akta Notaris

Istilah skia adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni actz,

sedanpkan dalam babasa Prancis disebut dengan acte, dan dalam bahbasa inggris

disebut dengan deed. Akta merupakan spatu sarat atau tulisan. Menung 1.0 Ray
Wijaya, akta adaiah™®: “Suatu peryatean tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh
seseorang ataw oleh pihak-pihak dengen maksird dapat dipergunakan schapai slat
bukti dalam proses hukum.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa akia banya
berkaitan dengan yaog discbut scbagal akia dibawsh tangen, karens alts ini
ditandatangani dan dibust cleh seseorang, Padahal akta tdaklsh hanya akta yang
dibuat di bawah tangan, fetapi jugs zkia olentik vang dibuat di muka dan di hadapan
pejabat yang berwenang. Lebih Ianjut dapat dilihat dalam definisi diatas, tujuan
utama dari dibuatnys akta digtas adalab fungsinys yang aken digunakan sebagai alat
buk di muka peogadilan,

* Satim, H.5., dkk, Perancangan Kontrak dan Memerandum Of Understanding (MOU},
{Takarta:Sinar Grafiks, 2007), him. 29,
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Menurut Algra, dkk., akta adalah*’: “Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai
sebagai bukti suatu perbuatan hukum atau tulisan yang ditujukan untuk pembuktian
sesuatn.” Uraian dimaksud menitikberatkan akta dari aspek penggunaannya, yakni
sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Yangmana perbuatan hukum adalah perbuatan
yang menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun kelemahan dari definisi diatas adalah
hanya melihat akta pada aspek pembuktian semata-mata, padahal akta tidaklah hanya
sebagai alat bukti, namun juga merupakan sarana untuk memberikan kepastian
hukum bagi para pihak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akta sebagai: “Surat tanda
bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi
yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris
atau pejabat pemerintah yang berwenang.” Terdapat unsur-unsur dari pengertian akta
yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yakni surat tanda bukiti,
memuat pernyataan resmi, dibuat menurut peraturap yang berlaku, serta disaksikan
dan disahkan oleh Notaris atau peabat pemerintah yang berwenang. Surat tanda bukti
merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan
hukum. Akta memuat pernyataan resmi yang artinya bahwa apa yang tertulis dalam
akta itu merupakan pemyataan yang sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut
peraturan yang berlaku diartikan bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat
oleh para pihak selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pengertian disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat yang
berwenang yakni ialah akta yang dibuat itw, terutama untuk akta dibawah tangan,
disaksikan dan dinyatakan benar atau asli oleh Notaris atan pejabat yang berwenang
untuk itu. Sehubungan dar hal-hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa
definisi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah dimana
akta hanya sebatas akta dibawah tangan saja. Hal ini dikarenakan pernyataan yang
termuat dalam akta tersebut disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat
pemerintah yang berwenang. Padahal, dalam kenyataannya, akta adalah tidak hanya

7 Ibid.
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akta dibawah fangan, tetapi juga akia otentik yvang merupakan akta yang dibuat oleh
atau dihadapan pejabat yang berwenang,

Menurut Prof. R, Subeksi, $.H,, akta didefinisikan sebagai®™ “ Suatu tulisan
yang memang dengan sengaja dibuat untok dijedikan bukti tentang suatu peristiwa
dan ditandatangani.” Dengan demikian, dapat dilihat dari pendapat diatas, maka
unsur-unsur penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suats
bukti tertulis dan adanya penandatanganan tulisan i, Dengan menaruh tanda
tangannya, seseorang diznggap mepanggung tentang kebeparsn apa yang ditulis
dalam akia tersebut atan bertanggung jawab tenlang apa yang ditulisnya dalam skia
terssbut.

Pada dasamya, akia dapat dibagi menjadi duz jenis yakoi akta di bawah
tangan dag akta ofentik, vang mana hal i dapat juga ditemui dart Pasal 1367
KUHPerdata sebagai beriket: * Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan
otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Akta di bawzh tangan lazim dikenal
dengan onderkands, dimana alcta ini adalah dibuat oleh para pibak, tanpa perantaraan
seorang pejabat. Akta di bawah tangan ind terbagi lagi menjadi tiga fenis yakni:

1. akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangant konteak itu
di atas matera), disini dapat dilihat ketidakteriibatan dari pejabat
amum;

2. akta di bawah tangan yang didaftar (waarmerker) oleh
Notaris/pejabat yang berwenang;

3. akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang
berwenang,

Istilah vang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalak
akta di bawsh tapgan vang disahkan, sementara istilah akta di bawah fangan yaog
didafiar (wammerken) adalah dibokokan. Akt di bawah tangan vang disshkan
merupakan akia yang harus ditandatangant dan Jisghkan di depan noleris/pejabat

® 12 Subekti, Hukum Pembuktian, {Jakerta: Pradnya Pacamita, 1995}, him. 25.

¥ Adanya syart penandatanganan itn dapat kita likat dari Pasal 1874 KUHPerdaia yang memuat
“ketentuan-ketentaan tentang kehuatan pembukiian daripada tulisap-tulisan dibawah tangen dari
oreng-orang Endonesia atau yang dipsrsamakan dengan mereka.”

Universitas Indonesia

Akibat Hukum..., Aprenia Andita, FH Ul, 2009



4]

yang berwenang. Adapun makna dilakukannya pengesahan terhadap akta di bawah
tangan adalah:

a. Notaris menjamin bahwa benar orang yvang ltercantum namanya
dalam kontrak (perjanjian) adalah orang yang menandatangani
kontrak (perjanjian);

b. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan terschut dilakukan
pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak {perjanjian}.

Sedangkan akta di bawah iangan yang dibukukan adalash bahwa yang dijamin
oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal
dilakulkan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris.

Menurut Black’s Law Dictionary, akta otentik (acte quthentigue) adalah™: “ o
deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor,
greffer, or fimctionary qualified to act in the place in which it is drawn up . Jika kita
artikan definisi diatas adalsh bahwa akia, dibuat dengan formalitas tertentu, di
hadapan seorang Notaris, walikota, panitera, atan pejabal yang memenubi syarat
sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi
ini menunjukkan bahwasanya suatu akta dapat dilihat sebagai sebuah akta otentik jika
dilihat deri segi bentuk akta dan pejabat yang membuatnya. Akts itu dibuat dalam
bentuk tertulis dan pejebat yang membuainya adalak: Notaris, Walikota, Panitera,
atau peiabat vang memenuhi syarat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdatz Indonesia juga mengefur mengenai
akia otentik ini, vakni seperti vang ternyata dalam Pasal 1868, yakni sebagai berikut:
“Suatn akia otentik ialah susfu zkia yang didalam bentuk vang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum vang berkuasa
untuk ife di tempat di mana akia dibuatnya™. Pengertian yang dibenkan oleh pasal
diatas mensyaratkan terdapat 3 {tiga) unsur dari sebuah akta otentik yakni:

1. harus dibuat dalam bentuk vang ditentukan oleh undang-undang;

2. harus dibuat oleh {door) atau di hadapan (ten oversicarn) scorang

peiabat umum;

* Salim, H.S., dkk., op.cit, him.33.
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3. pejabat umum oleh atau di bhadapan siapa akte itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Unsur dimana akta dibuat dalam benwk tertentu diartikan bahwa suatu akta
atentik yang telah ditentukan bentuknye sesuai dengan persturan perundang-
undangan, misalnya seperti akia jusl beli tanah vangmana akiz ini telah dibakukan
oleh pemerintah. Lelih lanjnt, Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, moenjadi
parameter pengukuhan bentuk dari suatu alea notaris i sendid,

Maksud akia ofentik itu harug dibuat oleh atau di badapan pejabat vang
berwenang adalah bahwa akta otentik itu dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh
pejabat dan akta otentik yang dibuat oleh para pihak®. Akta ofentik yang dibuat oleh
pejabat adalah akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya), atas segala apa
yang dilihat, didengar, dan disaksikan, Misalnya akta perkawinan, akta lelang, dan
akta berita acara rapat perseroan, dan schagainya. Sementara itu, akta otentik vang
dibuat oleh para pibak merupakan akta otentik yang dibuat para pihak dan dinvatakan
di depan pejabat vang berwenang, Yang dimaksud pejabat vang berwenang disini
adalah notaris, pejabat PPAT, dan lainnya.

Oleh karenanya dalam praktek notaris, dapat kita Iihat bahwa akta vang dibuat
oleh {door) Notans disebut schagai skta Relass atau akta Berita Acara atau akta
Pejabat, vangmana berisi beropa uraian Notaris tentang apa vanp dilihat dan
disaksikan Notaris sendiri ates permintaan para pihak, agar tindakan atan perbuatan
para pihak yang dilakukan dituangkan ke datamn bentuk akta Notaris. Termasuk dalam
akta Relaas ini antara lain adalah berita acara rapat para pemegang sabawm dalam
perseroan terbatas, dan akia pencatatan budel, dalam hal ini  notaris
menerangkan/memberikan dalam jabatannys sebagai pejabat umum kessksian dari
sermua apa yang dilihat, dissksikan, dan dialaminya atas apa yang dilakukan pihak
lain®. Sementara ity, akta yang dibuat &i hadapan (ten overstaan) Notaris, disebut
schagai akta Pihak {akta Partil) yang berisi urafan atau keterangan, pernyaisan para
pibak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Dalam hal ini para

3 Salim. H.S., dkk, ap.cit, him. 34.
% G.H.S., Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakartx: Erlangga), him.52.
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pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta
notans.

Notaris jika dilihat pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomeor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa salah satu kewenangan
Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. tidak dikecualikan kepada peisbat lain vasg ditetapkan olch vadang-
undang;

2. mepyangkut akts yang hams dibust atau berwenang membuat akia
otentik mengenai semua perbuatan, peranjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum  ataw  dikehendaki oleh  vang
bersangkutan;

3. mengenal subjek hukoem (orang atau badan hukum) untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendald oleh yang berkepentingan;

4. berwensng mengenai tempal, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai
dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notads;

5. mengenai waknx pembuatan akta, dalam hal ini Notaris hams
menjamin  kepasttan waktu menghadap pare penghadap yang
tercantor dalam akta.

Irawan Soerodic mengemukakan bahwa dalam swate akta otentik harpslah
mengandung 3 (tga) unsur esenselia agar syarst formal suatu akta otentik dapat
dipenuhi yakni®™:

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. dibuat oleh dan di hadapag pejabat wmun;

3. akta yang dibuat olch atan di hadapan pejabat umum veng berwenpang
untik it dan di tempat di mana aldta itu diboat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Noteris
pada Pasal | angka 7 memberikan pengertian mengenal Akta Notaris, yvaitn: “Akta
otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurat bentuk dan tata cara yang

® Habib Adjie, Samksi Perdata dan Administrafif Terkadap Notaris Sebagai Pejabai Publik,
{Bandang: PT Refika Aditama 2008), him. 56,
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ditetapkan dalam Undang-undang ini”. Sehingga dari pengertian yang temyata dalam

ketentuan mengenai Jabatan Notaris diatas adalah unsur-unsur akia notaess, meliputic

1.
2.
3.

dibuat oleh atau di hadapan notaris;
bentuk tertentu;
tata cars yang telah ditetapkan dalam undang-undang,.

Akta otentik yang dibust olch atau di hadapan Notaris itu sendini juga melipu
hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

mengenai semua perbuatan;

perjanjian,

ketetapan yang diliaruskan oleh peraturan perundang-undangan; dan
atau

yang dikchendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
akta otentik,

Adapun pengaturan lebih lanjat mengenai kewenangan Notaris sebagsimana
diatur oleh Undang-undang Jabatan Notarnis pada Pasal 13, yakn adalah:

i

o 8 B

S.

membuat akts alentik;

menyimpan akia;

memberikan grosse;

memberikan salinap akia;

memberikan kntipan akta;

mengesahkan tanda tangan dan menctapkan kepastian tanggal surat
di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaflackan
dalam buku khusus;

membuat kopi dari asl surat-surat i bawah tangan berupa salinen
yang memuat uraian scbagaimana ditulis dan digambadkan dalam
surat yang bersangkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinys;

1. memberikan penyuluhan hukum sehubupngan dengan pembuatan

akta;
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11. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

12. membuat akta risalah lelang;

13. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk kewenangan lain dari Notaris adalah membuat™:

akta pendirian koperasi;*

akta perubahan anggaran dasar koperasi;*® dan

akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi (Pasal 3
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris
Sebagai Pembuat Akta Koperasi).

Seperti yang telah dipaparkan pada uraian-uraian diatas, maka dapatlah dilihat
karakter yuridis dari akta Notaris adalah sebagai berikut:>’

1.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh
Undang-undang, dalam hal ini UUJN;

Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan
keinginan Notaris;

. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam

hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama
para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta,
Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat
dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang
tercantum dalam akta tersebut.

Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika

¥ ibid, hlm. 36.

% Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendid dalam rangka
g;:mbentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.

Akta perubahan anggaran dasar koperasi adaleh akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi
dalam rangka perubahan anggaran dasar spatu koperasi yang bersi permnyataan dar para anggola atau
kuasanya, yang ditunjuk dan diber kuasa dalam suatu rapat anggota atau kuasanya, yang ditunjuk dan
diberi kuasa dalam suatu rapat anggota pertbahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan
angparan dasar (Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/D{/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi).
¥ Habib Adjie, op.cit., him. 71-72.
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ada yang tidak setuju, maka pihak yang Gdak setju harus
mengajukan permochonan ke pengadilan umun agar akta yang
bersangkutan tidak mengikat lagl dengan alasan-alasan terientu
yang dapat dibuktikan,

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasamnya akta terbagi
menjadi dua macam, yakni akta di bawah tangan dar akta otentik. Berkaitan dengan
kekuatan pembuktian dan daye mengikat terhadap pihak ketigs dari kedus msacam
akta ini, terdapat perbedaan diantara keduanya, Akia di bawah fangan merupakan akta
yang dibuat pleh para pihak, kekuatan mengikatnyva terhadap pihak ketiga dapat kita
fihat pada pengaturan dalam KUHPerdata Pasal 1830, yakni scbagai berikut:

“Akta di baweh tangan, sgjeub tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana
termaksad dalagn Pagal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak
mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi
pemyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh
undapg-undang dan dibukukan mepurut aturan undang-undang atau sejak
hari meniuggaloya si penanda tangan atau salabh seorang penanda tangan;
atau sejak hani dibuktikan adanya akta di bawah tangan itu dani akta-zkta
yang dibuat oleh pejabat wmum; atas sejak hari diakuinya akta di bawah
tangan ftu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta jru.”

Sehingpa, jika mengacu dari ketentuan pada pasal tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa akta di hawah tengan aken mempunyai kekuatan mengikat
terhadap pihak ketiga jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai begkut

1. akta di bawah tangan #u dibububi pemnyatsan oleh scorang notasis
atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan
menurut aturan-aturan yvang ditetapkan oleh undang-undang;

2. sejak harl meninggalnya si pensnda fangan atau salah seorang
penands tangan;

3. sejak hari dibuktikannya adanya ekia di bawah tangan itu dari akta-
akta yang dibuat oleh peiabat vmum; atau

4. sejak bari diakuvinya akta di bawab tangan itu secara tertulis oleh
pihak ketiga yang dikadapi akta itu (Pasal 1880 KUHPerdata)
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Kekuatan pembuktian akta otentik, dalam hal ini termasuk juga akta notaris,
adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-
undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas
yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang
tertentu. Oleh karena itu, akta otentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya
sempurna, karena akta ity dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pada setiap akta
otentik, terdapat tiga kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah
(uitwendige bewijskrachl), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskrachi), dan
kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht).

Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta otentik dimaksudkan bahwa
akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta
otentik atau dengan kata Jain dikenal dengan acta publica probant sese ipsa,
yangmana kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh akta yang dibuat di bawah
tangan®®. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata dimana
dikatakan bahwa akta yang dibuat di bawah tangan bam berlaku sah, yakni sebagai
yang benar-benar berasal dari crang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila
yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila
itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh
yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya
menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang
pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik,
sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik®”. Dengan kata lain,
beban pembuktian adalah berada pada pihak yang menyangkal keotentikan dari akta
notaris/akta otentik tersebut. Adapun parameter untuk dapat menentukan suatu akta
notaris adalah sebagai akta otentik, yaitu dengan terdapatnya tanda tangan dari
Notaris yang bersangkutan, baik pada minuta dan salinan serta adanya awal akta
(mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

 G.H.S. Lumban Tobing., op.cit., hlm. 55.
% Thid.
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Kekuatan pembuktian formal dimaksudken bahwa sepanjang mengenai akia
pejabat, akia Hu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, vakni vang
dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris scbhagai pejabat umura di
dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, dalam arti formal, terjamin
kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat
dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, serta tempat dirnana akta itu
dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa pars pihak menerangkan seperti
yang diuraikan dalam skta ity, sedang kebenaran deri keterangan-keterangan ifu
sendiri hanya pasti antara pars pihak-pihak sendiri. Sementara itu, pada akia di bawah
tangan, kekuatan pembukiian itu hanya meliputi kenyatzan, bahwa keterangsn it
diberikan, apsbila tamda tangan i diskui oleh yang menandatanganinys stan
dianggap sebagal telah diskui sedemikian wmenurut hukum., JNka ferdapat
Mabm berkenaan dengen aspek  formal ‘tersebut, maka pihak yang
mempermasalahkan akta tersebut haruslah melakukan pembuktian terbalik untuk
menyangkal aspek formal dari akia notaris itu, dan selama pibak tersebat tidak dapat
membukiikannya maka akta tersebut haruslab diterima oleh siapapun. Adapun
formalitas dari akta yang harus dapat dibuktikan ketidakbenarannya adalah sebagai
berikut®:
hari, tanggal, bulan, tabun, dan pukul menghadap;
mereka yang menghadap;
apa yang dilibat, disaksikan, dan didengar notaris;
pernyataan  ateu  Kkeferangan para pihek vang diberikan afau
disampaikan 41 hadapss notaris;
tanda tangan pars pibak, saksi dan notaris

f.  jika terdapat prosedur pembuatan akta vang tidak dilabukan.

Oleh karenanya, siapapun dapat melakukan pengingkaran atau penyangkalan

atas aspek formal dani akta Notaris, apabila vang bersangkutan merasa dirngikan

a0 oop

o

* Habib Adjie, ep.cit., Mm. 73,
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dengan melakukan gugatan ke pengadilan umum dan membuktiken pelanggaran atau
ketidaksesuaian yang berkenaan dengan aspek formal dari akta Notaris tersebut.

Kekuatan pembuktian maicrial adalah dimaksudkan sebagal isi dard akia ity
sendiri, Dengan kata lain adalah babwa apa yang tersebut dalam akts merupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak.-pihsk yang membuat akta atau mereks yang
mendapat hak dan berlaku untuk unmars, Sehingga, segala keterangan atau pemnyataan
yang dilvangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangsn
para pihak vang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak
harusish dinilai benar sampal ada yang pembukiian sebaliknya. Isi keterangan yang
termuat dalam akta ity berlaku schagai yang benar di antara pihak dan para ahli waris
serta penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa:

a. bahwa skia itu, apabila dipergunakan di muks pengadiian, adalah
cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda
perabukiian lainnya di samping itu;

b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-
alat pembukiian biasa, vang diperbolehkan untuk it menurut undang-
nndang !

Sehingga dapat dikatakan, bahwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di
muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda
pembukiian lain di samping itu. Karena undang-undang mengikat hakim pada alat
bukti tertulis, dalam hal ini khususnya akta ofentik, sebab apabila tidak demikian,
maka apa guneoya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk
membuat akia otentik sebagai alat bukd, jika dapat dikesampingkan begitu saja oleh
para hakim.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka pihak yang
bersangkutan harua dapat membuktikan babwa Notaris tudak menerangkan atau
menyatakan yang schenarnya dalam alkta, atau para pihak yang telah benar berkata (di
hadapan Notaris) menjadi tidak bepar berkata, dan harus dilakukan pembuktian

(.8, Luriban Tobing, op.cit., hlm, 60,
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terbalik untuk menyangkal aspek materil dart akta Notaris, Dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, Notaris sebagai pejabat yang berwenang membauat akia ofentik icrsebut
selain harus bertindak jujur, seksarns, mandini, tidek berpihak, serta menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam skim terscbut, maka
Notaris juga selayaknya memperhatikan asas-asas pelaksanaan tupas jabatan Notarls
yang baik, vakni sebagai berikut™:

a. Asas Persamaan, dimaksudkan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarekat tidaklsh membeda-bedakan satd dengan yang lainnya
berdasarkan keadaan sosial ekonomi atavpun alasan lainnya, hanya
alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat
memberikan jasa kepada pihak vang menghadap Notaris, Babkan
dalam Pasal 37 UUIN® dikatakan agar Notaris wajib memberikan jasa
hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang vang
tidak mampu. '

b. Asas Kepercayaan, dimana jsbatan Notaris merupaken jabatan
kepercayazn, oleh karenanya sejalan dengan hal ini, dalam UUIN
terlihat pencrapan jabatan kepercayaan int pada Pasal 16 ayat (1) hovof
e® yakni untuk merahasiakan segala sesuatn mengenai akta yang
dibuatmya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janii jabatannya kecvali ditentukan lain oleh
undang-undang, Sejalan dengan hal tersebut maka dapatlah dilihat
bahwa pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulal
ketika calon Notaris disumpab atau menguecapkan janii sebagal
Notaris.

c. Asas Kepastian Hukum, dimana Notaris dalam menjalankan fugas
jabatannya wajib berpedoman secara normatif terhadap aturan hukum
yvang berkaitan dengan sepal tindakan yang akan diambil wntuk

“ Habib Adjie, op.sit., Klon.82-87.
 Indonesiz, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004. LN Mo, 117 Tahun 2004, TLN
No. 4432,

* Ihid,
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kemudian dituangkan dalam akta. Hal tersebut adalah untuk kepastian
kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atas oleh
Motaris telzh sesual dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tka
terjadi permasalahan, skia Notans dapat dijadikan pedoman oleh para
pihak.

d. Asas Kecermatan, vangmana merupakan penerapan dant Pasal 16 ayat
{1} huruf a vakni Notaris wajib bertindak scksama. Notaris dalam
melskukan tugas jabatannya, Khususnya dalam pembuatan akta yaitu
deagan:

1. melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan
identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris,

2. menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati
keinginan atan kehendak para pibak tersebuf,

3. memeriksa bukti surat vang berkaitan dengan keinginan atan
kehendak para pihak,

4. memberikan seran  dan membuat kerangka akta untuk

memenuhi keinginan ates kehendak para pihak,

5. memenuhi segala teknik administeatif pembuatan akta Notaris,
seperti pombacaan, penandatanganan, memberikan salivan, dan
perberkasan untuk minuts,

& melakukan kewajtban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas fabatan Notaris.

& Asas Pemberian Alasan, dimaksudkan agar setiap akta yang dibuat di
hadepan atan oleh Notaris harus mempunyei aslasan dan fakia yang
mendukung serta dijelasken pula kepada para penghadap mengenai
pertimbangan hulounnya,

f. Larangan Penyslahgunaan Wewenang, dalam Pasal |5 UUIN telzh
ditentukan batesan-batasan kewepangan dari Notaris. Sehingga jika
terdapat tindsken-tindakan yang dilakukan Notaris di luar wewenang
yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai
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penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, terhadsp pihak yang
dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan,

. Larangan bertindak sewenang-wenang, yakni Nofaris dapat
menentukan apakah tindekan para pihak dapat dituangkan dalam
bentuk akia Notaris atau tidak, dengan mempertimbangkan dan
melihat seluruh dolmmen yang diperlihatkan kepadanya. Schingga
peranan Notaris dalam hal ini untuk menetukan suatu tindakan
terscbut diatas serta agar setiap keputusannya harus dijelaskan dengan
alasan hukwm kepada para pihak.

. Asas Proporsionalitas, dimana dalam Pasal 16 avat (1) hanof 2
dikatakan bahwa Notaris barus juga dapat menjaga kepentingan para
pihak yaog terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karepa itu, Notaris
wajib mengutamakan adanya keselmbangan antara hak dan kewaiiban
para pihak yang menghadap secara proporsional sebelum akhimya
dituangkan ke dalam beatuk skts Notaris.

Aszns Profosionalitas, yvangmana asas ini diwujudkan dalam melayani
masayarakat dalam pembuatan akta yang dibuat di ahdapan atan oleh
Notaris, Asas inipun mengutamakan keahlian (keilmuan} Notaris
dalarmn menjalankan tugss jabatannya berdasarkan UUIN dan Kode
etik Jabmtan Notaris. Ases ini schagai pelaksanean dari Pasal 16 ayat
{1} buruf ¢ UUIN, yakni Notaris yaug diwajibkan untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (UUTN),
kecuali ada alasan untuk menolaknya.

C. Analisis Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan
Adanya Perjanjian Pepgikatan Ssham
1. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengikatan Saham

Seperti telah diuraikan sebelumnya diatas, pemegang saham merapakan unsur
yang utama dalam mendirikan dan menjalenkan soatu perseroan terbatas, Dimana
nantinya komposisi dari pemegang ssham ito akan divraikan puls dalam anggaran
dasar perseroan ferbatag tersebul. Anggaren Dasar inilah vang setelah melaiui proses
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pengaiuan dan mendapat pengesahan dari Departemen Hulum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, akan menjadi acuan data-data yang nantinya tercatat
dalam datsbase Departemen Hukum dan HAM RI tersebut, yengmana nantinya dapat
dilihat susunan pemegang saham dan pengurus dard Perseroan terbatas yang
bersanghutan.

Undang-urdang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang nomor
40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas
maka haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang
tersebut adalah yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik
warga Negara Indonesia maupun asing atan badan hukum Indomesia atau asing.
Sehingga dapat dilihat undang-undang ini menegaskan pada dasarnya sebagai sebuzh
badan hukum, suata perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena it
mempunyai lebih dari 1 {satu) pemegang saham.

Pada perkembangannya terdapat pendini persercan yang tidak ingin namanya
dimasukkan ke dalam z2lta pondirian perseroan scbagai salah scorang pemegang
sabam karena sstu dan Iain hal seperil tidak ingin diketshul bahwa Ia sebagal
pemegang saham maupun dikarepaken terbentur oleh ketentuan kepernilikan miodal
pada perseroan terbatas vang gdiapr pada kefentuan-ketentuan mengenai perseroan
terbatas maupun pepapaman modal di  Indonesia. Namun, pihak tersebut
mengingivken untuk dapat menuangken dalem suatu peganjian khusus yang intinya
menyatalan bahwa sebenarnya ia merupakan salah satu pernitik dan pemegang sabam
dari perseroan terbatas vang didirikan tersebut. Perjanjian tersebut dibuat baik dengan
perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta otentik, yakni akta notaris untuk
mendukung adanya tindakan tersebut. Perjanjian itn yang biasa dikenal dengan
perjanjian nominee sian perjanjian pengikatan saham. Dalam hal ini adalah dimana
pihak yang tidak ingin diketahui namanya tersebut sebagai pemegang saham
menunjuk pihak lain sebagai pemegang scjumlah saham yang dimaksud dalam
perseroan terbatas tersebut yang nantinya pula namanya akan dicantumkan dalam

Universitas indonesia

Akibat Hukum..., Aprenia Andita, FH Ul, 2009

e



54

akta pendinan dan anggaran dasar dari perseroan terbatas itd schagal pemegang
saham.

Di sisi lain, adapun latar belakang mengapa timbul pengpunaan perianjian ind
salah satunya dikarenakan uptuk dapat mencegab keadaan dimana ternyata orang
yang ditunjuk sebagai pemegang seham tidak mau untuk mengembalikan saham yang
“dibenkan” kepadanys itu sehingga aken berujung kepada sengketa antara para pibak.
Hal ini dapat dilihat pada flustrasi kasus™ berikut dimana terjadi pada saat Tean X,
warga negara indonesia keturunan Tionghoa tidak ingin namanys diketalod sebagai
pemegang sabam pada perseroan terbatas yang didirikannya, Oleh karenanya, Toan X
menggunakan nama salah satu karyawannya atan orang kepercayaannya yakni Tuan
B, untuk dicanhunkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebuf sebagai
pemegang seham pada perseroan terbatas tersebut. Sehingge sstelab akia pendirian
dan anggaran dasar perscroan terbatas terschut disabkan oleh Deparfemen
Kehakiman, maka salah satu pemepang saham yang tercantum dalam anggaran dasar
persercan ferbatas iersebut adalah Tuan B yang menguasal sejumlah lebib dart 50%
sabam dalam perseroan terbatas fersebut dag sisanya adzlsh pendiri perseroan
lainnya.

Pada seat terjadi kesepakatan antara Tuan X dan Tuan B fersebut tidaklah
dituangkan dalam suate perjanjisn kbusus diantara keduanya yvang mencgaskan
bahwa sebenariya pemilik dari sejumiah saham tersebut adalah Tuza X. Seiring
dengan berjalannya perseroan ferbatas tersebut, usaha yang dijalankan juga semakin
berkembang maju dan pesat, dar Tuan B pun merasa kemajuan pesat ini pun tak lepas
dari andilnya dalam perseroan tesbatas tersebut. Sehinggs pada suatu wakiu perseroan
terbatas ini monggelar mapat v pemegang saham yang mana untuk mengalihkan
kepemilikan saham dari Tuan B tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Tuan
X, temyata Toan B tidak mau menandatangani keputusan rapat tersebut. Padahal agar
rapat tersebut adalah sah mengambil keputusan adalsh dengan persetyjuan dard Tuan
B scbagai salah safu pemepang saham dalam perseroan terbatas tersebut, Hal it
adalah sesvai dengan ketentoan yang dianut Persercan terbatas pada saat itu yaitn

* Wawancara dengan Notaris X di Jakaria,
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Undang-Undang Nomor | Tahun 1993 Tentang Persercan Terbatas pada Pasal 73
ayat (1) dikatakan bahwa;

“RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah, kecwali Undang-undang ini ataw Anggaran Dasar
menentitkan lain”,

Menyadari kedudukannya tersebut, maka Tuan B meminta imbalan dari Tuan
% berupa scbuah kendaraan bermolor sgar yang bersangkutan dapat memberikan
tandatangan perseniivannya ferhadap tindakan vang akan dilakukan oleh perseroan
tersebut sehingpa Rapat dapat sah mengambil keputusan.

Dari ihustrasi diatas, maka untuk menghindari hal tersebut terjadi den juga
untuk kepentingan menialankan kegistan bisais dan usaha, maka berkembanglab
perfaniian pengikaton saham. Perjaniian Pengikatan Saham itu sendini adalah untuk
mengatur hubuogan antara pithak vang menunjuk dengan yang ditupjuk sebagsi
pemegang ssham tersebut, dan untuk melindungi kepentingan dari pemegang atau
pemilik saham sehenamya. Di sisi Iain juga ager pihak yang namanya tidsk ingin
diketahui menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tersehut maupun
numgkin karena terbentur dengan adanya pembatasan dalam kepemilikan modal
maupun hak milik atas tansh tetap dapat menjalenkan maksud kegiatan usabanya
tersebut di Indonesia.

Adapun ilustrasi mengenai penggunaan Peganiian Peagikatan Saham tersebut
adalah sebagai berikar®: para penghadap yakei Tuan A {sclanininya ‘disebut Pihak
Pertarma) dan Tean B {selanjutnya disebut Pihak Kedua) menghadap kepada Notaris,
untuk membuat Perjanjian Pengikatan Saham. Terebih dahulu para penghadap
menerangkan bahwa sebelumnya telah dibuat dihadapan Notaris yang sama akia
Pendirian Perseroan Terbatas PT. XYZ dengan salah satu pemegang saham
didalamnya adalah Pihak Pertama. Kemudian di hari yang sama pula, Pihak Pertama
dan Pihak Kedua menghadap Notaris yang sama tersebut untuk membuat suatu

% Wawancara dengan Notarés X di Jakarta,
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Perjanjian (selanjutnyz disebut Perjanjian Pengikatan Saham), vangmana materi yang
tercantum dari Perjanjian itu adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Pihak Pertama adalah salah seorang pemegang saham dari
persercan techatas tersebut dengan menganbil sejumlzh X helai saham;

2} Bahwa segala uang yang digunakan oleh Pihak Pertama untek mengambil
dan/atau membayar sejumlab X helal saham tersebut berasal dan telah
disetor oleh Pihak Kedua,

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri

terhadap ketentuan-ketentoan dalam Perjaniian ini yakni sebagai berikut:

{1}  Pibak Pertama dengan tni menerangkan felah raengakul bahwa senma
uang yang dipergunakan oleh Pihak Pertama untnk mengambil, :
membayar atau menyeior sejumlsh X helai saham fersebut diatas
adalah beragal dan dan teizh dibayar/ disetor oleh Pihak Kedua.

{2} Pihak Pertema dengan ini beganii dan mengikat diri terhadsp Pihak
Kedua bahwa sewaktu-wakiu Pihak Kedua berhak untuk meminta dan
wmenerima sejumlah X helai saham tersebut dari Piligk Pertama untuk

ditulis dan dibalik nams keates nama Pihak Kedua dan atau atas nama
orang/beban vang ditunguk oich Pihak Kedua,

(3) Peoycrahan szham-saham tersebut oloh Pihak Pertamya harus segera
dilakukan oleh Pihak Pertama seielah Pihak Kedua secara tertulis
memberitahukan kepada Pihak Pertama kehendaknya untuk menerima
saham-saham tesebut.

{4y Dalsen hal terjadinya penyerahan seivmiak X helal saham tersebut
maka Pihak Pertama dengan cara atau unfuk beropa apapun tidek
berhak untuk menuntut kepada Pihak Kedua ganti rugi dengan nama
apapun juga, oleh karena itu Pihak Pertacoa sekarang ioi unfuk nanti
pada  wakiusys membebaskan Pihak Kedua dard  segals
tantatan/gugatan, biaya-biaya dan kerugian oleh Pihak siapapun serta
dengan ini Pihak Pertams memberi pelupasan dan pembebasan
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sepenuhya kepada Pihak Kedus, sehingga Pihak Pertama tidak ada
tagihan berupa apapun terhadap Pihak Kedua.

Pibak Pertama dengan ini menerangkan selama saham-saham tersebut
belum diserahkan dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua yang
juga berhak menunjuk orang/badan lain uwntuk memiliki sejumiah X
helai saham tersebut, maka Pihak Pertama akan menjauhkan dari
segala perbuatan yang dapat menimbunikan kerugian bagi Pihak
Kedua, termasuk perbuatan-perbuatan seperti menjual, menggadaikan
dar atau melepaskan dengan cara apapun ssham-saham tersebut
kepada Pihak Ketiga. Selanjutnya terhadap pajak-pajak dan beban-
beban Jain mengenai saham-saham tersebut selama belum dibalik
nama sepérti tersebut diatas wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak
Kedua.

Pihak Pertama memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut dengau
hak substitusi dan asumsi kepada Pibak Kedus antuk melakukan hal-
hal :

a. Memberitahukan apa yang telzh tertuang dalam perjanjian
ini kepada Direksi Perseroan;

b. Melakukan balik nama atas sejumizh saham tersebut diatas
atas pama Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk
oleh Pibak Keodua dan selama belum ada pembalikan nama
tersebut, maka Pihak Kedua dapat mewakili Pibak Pertama
dalam rapat-rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden
dan berbeat apa saja selayaknya seorang pemegang sabam
dengan hak-haknya;

c. Meminta kembali surat-surat saham terschut dari Pihak
Pertama atsu pihsk lain siapapun ifu yang memegang surat-
surat saham tersebut;

d. ¥ka penerimaan oleh sebab apapun tidak mungkin atan sulit,

meminta kepada Direksi Persercan untuk mengelnarkan
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dupiikat-duplikat dan surat-surat saham yang bersangkiutan,
dengan ketentilan apabila dupliket surat saham keluar, maka
surat-surat saham ash dinyatakan tidak berharga lagi.

{7) Bahwa kuasa yang terebot pada Perjanjian tersebut adalah merupakan
bagian inti yang udsk ferpisabkan dari kesepakatan vang diatur
didalam Perianiian ini yangmana jika tidak dengan kuasa-kuasa itu
niscaya kesepakatan ind tidak dapat dilangsungkan dan kuasa-kuasa
tersebut diberikan dengan penglepasan seperti tejadi dalam Pegjanjian
ini dari segala aturan Undang-undang veng menefukan dasar-dasar
dan schab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa. Para Pihiek juga
menerangkan bahwa penyerahan atas scjumlah uang seperti yang
dimaksud distas juga meliputi penyetoran modal yang masih diselor
kedalam Persercan, jika dikemudian hari dilakukan penambahan
modal vang disetor dalam Perseroan.

2. Analisis Mengenat Akibat Hukem Kepemilikan Sabham Pada Persercan
Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Peongikatan Sabam
a. Kekuatan Hukum dzn Keuntungan scrta Kerngian Dari Perjanjian
Peagikatan Saham
Perjanjian Pengikatan Sabham merupakan suaty perkembangan dard bentuk
perikatan yang labir dan perjanjian dan juga asas kebebasan berkontrak dari hukum
perjanjian it sendin, Perjaniian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atan
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain afau lebib. Sehingga dapatlah
dilikat bahwa dalam Perjenjian Pengikatan Saham jtu terdapat hal-hal sebagai
berikut:
1. suatu perbuatan;
2. dilakukan antara sekurangnya dua orang ;
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang
berjanji tersebut.
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Apabila dikaitkan dengan ilustrasi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya
mengenai adanya Perjanjian Pengikatan Saham antara Tuan A (Pihak Pertama)
dengan Tuan B (Pihak Kedua), maka unsur suatu perbuatan itu adalah adanya
tindakan Pihak Pertama untuk melakukan kesepakatan dengan Pihak Kedua mengenat
suatu hal, dalam hal ini adalah perjanjian pengikatan saham yang ditvangkan dalam
suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Adapun pihak yang terlibat
didalamnya adalah Tuan A dan Tuan B itu sendiri sebagai pihak yang membuat
perjanjian tersebut. Oleh karenanya, Perjanjian tersebut nantinya akan mengikat dan
berlaku sebagai undang-undang antara Tuan A dan Tuan B tersebut. Hal ini seperti
yang telab diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mana secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara
dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut, sementara itu
Pihak Ketiga manapun juga, di luar para pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan
kepentingannya, karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji
tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga, di luar para pihak yang berjanjl, tidak
dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh
pihak-pihak yang saling bersepakat tersebut®.

Apabila jika dikaitkan dar jenis perjanjiannya maka Perjaniian Pengikatan
Saham ini adalah termasuk kedalam perjanjian tak bernama, yaog diartikan sebagai
bentuk perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pnamun akhirnya timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktek. Hal ini
dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun sistem
pengaturan dari perjanjian tak bermama ini adalah sama juga dengan pengaturan dari
hukum perjanjian itu sendiri yaitu sistem terbuka (open system), sebagaimana yang
dianut dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yangmana berarti
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur
maupun yang belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini kembali adalah dapat

87 Kertini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perifatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (PT. Raja Grafindo:
Persada, Jakarta,2002),hlm. 25.
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disimpulkan dan ketentuan Pasal 1338 ayat {1} Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakv sebagal nndang-
undang bagi mereka vang membuatiya” Sehingga ketentuan diates memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

i. membuat atau tidak membuat perjanjian;

2. mengadakan perjargion dengan siapapun;

3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

4. mepentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. .

Akan tetapi yang perlu diingat adalah kebebasan untuk membuat perjaniian
itupun juga dibatasi oleh undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan.
Sehingga dalam hal ini dalam pembuaian Pegjanjian Pengikatan Sabara haruslah juga
memperhatikan ketentuan-ketentuan yeng diater khususnya dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai peagganti dari Undangtndang
Nomor | Tahun 1995,

Berdasarkan bentuk dari Perjaniian Pengikatan Ssham diatas, maka dapatizh
dilibat babwa perjanjian fersebut adeleh dibuat secara notariil dikarenskan dibuat
dihadapan pejabat vang berwenang vaitu Notaris yvang bentuknya sudah ditentukan
sebagaimana terurai dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabaten Notaris, yang terdiri dari

1. Setiap akia Notaris terdiri atas:

a. Awal akta atau kepala skita;

b. Badan skt

e Akhir atau pesutup akta,
2. Awal akia atau kepala akte memuat;

a. Judal akia;

b. Nomeor akia;

¢. Jam, han, tangeal, bulan, dan tahun; dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akia memuat;
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a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para
pihak yang berkepentingan;

d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a, Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf 1% atau Pasal 16 ayat 7%°;

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atau penerjemahan akta apabila ada;

¢. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dar tiap-tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Oleh karenanya perjanjian, khususnya pengikatan saham, yang dibuat dengan
akta Notaris akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika selurub
ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang
tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka
akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang
mempuayai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga jika telah

8 Lebih lenjut Pasal 16 ayat (1) huruf 1 berbunyi sebagai berkut: “membacakan akta dihadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paliog sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

® Lebih lanjut Pasal 16 ayat (7) berbunyi sebagai berkul: “Pembacaan akta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap teleh membaca sendiri, mengelahui, dan
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada
setiap halaman Minuta akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.
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berada dalam posisi seperti demikian, maka nilai pembuktiannya akan diserahkan
kepada hakim,

Telah diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian pengikatan saham ini
berkembang dikarenakan keinginan-keinginan para pihak tertentu untuk menerobos
aturan-aturan mengenai kepemilikan modal dalam perseroan terbatas atan
dikarenakan adanya keinginan untuk tidak ingin diketahui namanya sebagai
pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Tindakan ini sebenarnya adalah
merupakan upaya dari penyelundupan hukum perseroan yang dapat pula berujung
kepada monopoli dalam suatu usaha. Dengan dibuvatnya perjanjian pengikatan sabham
ini, terhadap pihak yang membuatnya dapat memberikan keuntungan di satu sisi dan
juga kerugian di sisi lain. Adapun keuntungan yang ada dengan dibuatnya perjanjian
pengikatan saham ini adalah terutama untuk pemegang saham yang sebenarnya (Tuan
B) adalah: yang belisangkutan tetap dapat berusaha di Indonesia dan tanpa terlihat
bahwa dirinya yang memegang saham pada perseroan terbatas tersebut, sehingga
amat dimungkinkan penguasaan 100% kepemilikan saham dalam perseroan. Hal
mana berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perseroan terbatas yang
diatur pada Pasal 7 ayat (1), yangmana perseroan terbatas haruslah didirikan oleh 2
(dua) orang atau lebih. Selain itu pula adalah untuk menghilangkan hubungan
terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada atau
didirikan terlebih dahulu’.

Pcrjanjian pengikatan saham ini pun dibuat dengan tujuan untuk digunakan
Tuan B dalam hal agar Tuan B tetap dapat melakukan pengontrolan terhadap jalannya
Perseroan terbatas tersebut melalui Tuan A, schingga segala kebijakan yang akan
diambil oleh Tuan A adalah berdasarkan arahan dari Tuan B. Selanjutnya, dengan
adanya perjanjian ini maka Tuan A dapat melindungi kepentingannya dikemudian
hari manakala timbul sengketa antara yang bersangkutan dengan nominee nya (Tuan
A), jika Tuan A ternyata tidak mau lagi “mengembalikan” saham-saham yang telah
di”moilikinya” kepada Tuan B tersebut. Kondisi seperti tersebut ini adalah mungkin

" Gunawan Widjaja. “Nominee Shareholder(s) Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman
Modal Bare Serta Permasalahannya Dalam Praktlk,” Jurmal Hukum dan Pasar Modal Edisi 4
{Agustus-Desember 2008): 42-80.
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dapat terjadi dikarenakan secars de jure saham nominee tersebut adalah mutlak milik
Tuan A karena delam dafler pemegang saham perseroan dan sertifikat ssham itulah
mama Tuan A yang tercatat didalamnya, padahal secars de facto sabam tersebut
adalah milik dari Tuan B, Sehingge apabila tidak dibuat perjanjlan sebagaimana
dimaksud antara Tuan A dengan Tuan B, maka kedudukan Tuan A adalah akan lebih
kuat secara hukum dibandingkan Tuan B, dikarenakan kedudukannya sebagai pemnilik
yang diakui secara hukum atas saham-saham dalam persercan terbatas tersebut, yang
memiliki hak kebendasn yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Oleh
karenanya Tuan A dapat saja menjual saham-sabam tersebut dan mengalahkan hak
dari Tuan B, karena Tuan B haknya adalah hanya bersifat perorangan saja, yangmana
hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang terteniu.

Di sisi lain, perjanjian penpikatan saham yang dibuet antara Tuan A dan Tuan
B membawa konsekuensi terhadap Tuan A vaitu dimana yang bersangkutan adalah
hanya sebagai pemepang saham boneka, sehingga segala keputusen vang akan
diambil adalah harus berdasarkan petunjuk dari Tuan B fersebut, Karena Tuan A
tidak mempunyai bentuk kekuasaan apapun terhadap saham-sabam vang dipegangnya
mielainkan hanya utle hukum kosong. Dengan kata lain, Tuan A tidak bisa menikmat
hak-halonys vang timbul dan melekar sebagal pemepang ssham dalam perseroan
terbatas ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-endang.

Selein itu pula, terhadap Tuan A, jika ifemyata terjadi perbuatan-perbuatan
melawan hokom vang dilakukan oleh perseroan sebelum menjadi badan bukum, yang
secata material merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuan B, maka
tanggung jawab atas perbuatan fte adalah merupakan tanggung jswab Toan A, karena
dalam akta pendirian perseroan yang tercantum adalah Tuan A scbagai pendiri.

b. Akibat Hokum Dari Dibuatuya Perianjisn Peogikatan Sahama Bagi
Pihak Yang Membuatoya

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harusfah menjunjung tinggi kode
etik profesinya dan juga mengimplementasikan segala kewenangan dan larangan
yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris dan Kode etik Profesi
Notaris. Dimana Notaris haruslah sclals bertindak jujur, scksama, mandiri dan tidak
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berpihak serta menjaga kepentingan pihak vang terkait dalam perbuaten hukwm.
Selain itu pula Notaris juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan
dalar UUIN kecuali ada alasan untuk mepglaknya. Sehingga dalam melakukan tugas
iabatannya tersebut, sebagai jabatan kepercaysan, Notaris wajib dalam mengambil
suatu indakan didasarkan pada pertirmsbangan hukum dan aturan hukum yang berlaku.
Notaris wajib meneliti segala bukti dan mendengarkan kelerangan dari para pihak
sebelum akhirnya menuangken kemginan para pthak tersebut dalarm suam akta. Agar
nantinya jika dikermudian hari tmbul permasalahan, maka akta Notaris tulah yang
dapat dijadikan dasar pedoman oleh para pikak.

Pasal 15 ayat (2} buruf ¢ UUIN mengatur tentang kewenangan Notaris untuk
memberikan penyuluhan hukom sebubungan dengan pembuatan skta. Dengan
demikian, selaras dengan hal yang ielah disebuikan diatas, maka Notaris akan
menganalisa terlebih dabuby terbadap keinginan penghadap apaksh melanggar
ketentuan bukum, ketertiban wmum dan kesusilaan atau Gdak, kemudian memberiian
pengertian, penyuluhan dan pemabaman akan setiap dampak dan segala keuntungan
dan kerugian terhadap tindakan hokum yang akan dilakukan penghadap baik yang
akan timbul saat ini maupun dikemudian had, Dalam kaitannya dengan perjenjian
antara Tuan A dan Tuan B diatas adalah dimana segala perfimbangan yang Notaris
berikan kepada penghadap itu yang akan menjadi dasar kepulusan mereka untuk
membuat perjaniian dimaksud.

Perjanjian Pengikatan Saham yang dibuat dengan akta Notaris antara Tuan A
dan Tuan B diatas merupakan perjanfian para pihak yang mengikal mereka yang
erbuatnya, oleh karena ito adanya perjanjian ind tidakdab lepas dani adanys asas
kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hokuamya pada
numusan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana mengatur untuk sysrat-syarat sahnya suate
perjaniian harus dipenuhi hel-hal:

1. kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan terfentu;

4. suatu scbab yang tidak terlarang.
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Asas kebebasan berkontrak eksistensinya adalah dalam rumusan angka 4
diatas, dimana dalam hal ini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat dan
mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan
atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi
yang wajib dilakoukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Dengan kata lain,
asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak, tetapi dengan percbatasarn-
pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHPerdata lainnya yang
mermbuat asas ini menjadi asas tidak tak terbatas.

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab,
atan yang telah dibuat karena sesuvatu sebab yang palsu atau terdarang, tidak
mempunyai kekuatan”, Lebih lanjut Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa
suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila
beclawanan dengan kesusilaan baik atan ketertiban umum. Dengan kata lain adalah
peada dasarnya semuz objek perjanjian adalah halal atau diperbolehkan untuk dituntut
pemenihan stau pelaksanaannya di hadapan hukum, kecuali jika peranjian tersebut
mengandung hal-hal vang melanggar undang-undang , tidak diperkenankan atau tidak
diperbolebkan untuk dilaksanakan karena bertenmtangan dengan kesusilaan dan atau
ketertiban uimum. Sehingga perjanjian tersebut akan menjadi batz] demi hukum.

Terkait dengan adanyz pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak
tergebut, maka pantinya akan menjadi kewenangan hakim untuk memasuld atau
meneliti isi dari Perjanjian tersebut apabila diperfukan karena isi dan pelaksanaan
perianjian tersebut adalah bertentapgan dengan ailai-nilal dalam masyarakat
Sehingga asas kebebasan berkontrsk dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak lagi
bersifat absolut, yangmanz dalam bal terfentu hakim memiliki kewenaogan melalui
tafsiran hulkom untuk menelit dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para
pihak dalam sustu perjanjian berada dalam keadaan vang tidak seimbang sedemikian
rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidek bebas untk menyatakan
kehendaknys,

Undang-undang Perseroan Terbatas di Indonesia menganut asas kepemilikan
saham mutlak (dominium plemon), sebagaimana yang distur dalam Passl 48 ayat (1)
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UUPT © “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, vang berarti hanya
mengenal satu pemegang saham sebagal pemegang saham, sehingga dapat dikatakan
Undang-undang hanya mengenal szt orang pemegang saham dengan segala hak,
kewajiban, tugas , dan tanggung jawabnya scbagal pemepgang sahiam mutlak, yakei
adalah yang tercatat pada dafiar pemegang saham persercan maupun dalam daftar
khusus, Pengaturan akan hal ini adalah jelas terdapat pada Pasal 50 ayat (1) dan (2)
UUPT dimana “Direksi Persercan waiib mengadakan den menyimpan daflar
pemegang sabam dan dafiar khusus®, Yang termuat dalam daftar pemegang saham
adalah sckurang-kurangnya: pama dan alamat pemegang sabam; jumlak, nomor,
tanggal perolchan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasi saham
dalam hal diterbitkannya lebib dari satn kiasifikasi saham; jumlah yang disetor atas
setiap saham, nama dan azlamat dari orang perseorangan dan baden hulum vang
mempunyai hak gadai atas saham atau sehagai penerima jaminan fidusia sabam dan
tanggal perolehan hak gadal atau tanggal pendaBaman jaminan fdusia tersebut; dan
keterangan penyetoran saham dalam bentuk jein. Sementara itu, daftar khusus
menmiat keterangan mengenai saham aoggota Dircksi dan Dewan Komisaris berserta
keluarganya dalam perseroan danfatau pada perseroan lain, serta tanggal saham itu
diperoleh.

Sejalan dengan kasus yang telah diuraikan diatas sebelumnya, yang diakud
oleh undang-undang sebagai pemegang ssham adalah Toan A, karena nantinya Tuan
A yaog akan tercatat dalam dafltar pemegang sshams perseroan. Untuk ftu Tuan A
scbenarmys memilikd hak-hak yang tidak dapat dibagi yangmana melekat dar
kepemilikan saham tersebut seperti untuk dapat menghadini den mengeluarkan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan
sisa kekayaan hasil likudasi; serta umtuk menjalankan hak lainnya berdasarkan
Undang-undang Parseroan Terbatas, Namun di sisi lain, dengan adanya perjaniian
pengikatan saham yang dibuat antar Tuan A dan Tuan B tersebut, dapat juga dilihat
bahwa baik Tuan A dan Tuan B menjadi beritikad buruk karena secara sengaja telah
memberikan keterangan palsu, hal ind dikarenakan sebenarnya pemegang seham yang
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sebenarnya adalah Tuan B. Hal ini terjadi karena vang yang digunakan Tuan A dalao
melakukan penyetoran modal adalah berasal dari Tuan B.

Perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh Tuan A dengan Tuan B, juga
mengatur mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut disertai dengan hak
substitusi dan Tuan A kepada Tuan B untuk salah satunya agar dapat mewakili Tean
A dalam rapat-rapat, mengeloarkan suara, menerima deviden dan berbuat apa saja
selayaknya seorang pemegang ssham dengan hak-haknya. Dengan adanya pengataran
tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan adalab bahwa Tuan A tidaklah dapat
uetik mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-undang
terhadap hak-hak dari pemegang saham, hal ini dikarenakan untuk dapat melakukan
hak-halnya tersebut, Tuan A akan tidak fepas dari arahan dari Tuan B scbagal
pemegang saham yang sebenarmye. Yang mana hal ini adalah bertentangan dengan
pengaturan dalam Pasal 60 UUPT yaked dimana sabam memberikan hak vang dapat
dipertahankan terhadap setiap orang, karena saham merupakan benda bergerak vang
memberikan hak kebendaan terhadap pemiliknya.

Selain i pula, Toan A dikemudian hari dapat saja sewaldu-waktu
diberhentikan dari jabatannya sebagai penguras dari Perseroan tanpa persetujuannya,
hal int mungkin terjadi disaat Tuan B sudah merasa tidak mau fagi bekerja sama
dengan Tosn A sehager nomineenya, namon, undang-undang perseroan terbatas
memberikan perlindungan kepada anggota Direksi yang diberhentikan apabila vang
bersangkutan berkeberatan {crhadep pemberhentian tergebut, Hal ind sebagaimans
yang diatar dalam Pasal 108 ayat (1) sampai dengan (4} yakni scbagai berikut:

{1) Anggota Dircksi dapat diberhentikan sewakim-wakw berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan slasannya;

(2) Keputusan untuk memberhentikan anpgota Direksi schagaimana
dimaksud pada ayat {1) diambil setelah yang bersangkutan diben
kesempatan untuk membela difi dalam RUPS;

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan apggote Direksi
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di
luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih
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dahuly tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan
untuk membela divi sebelum diambil keputusan pemberhentian,

{4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksnd
pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersanghkutan tidak
berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Terkait dengan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak
substitusi diatas adalah merupakan suatu terpbosan hukum yang timbul pada praktek
sehari-hari dalam kegiatan bisnis’’. Dengan adanya kuasa mutlak vang diberikan
Tuan A kepada Tuan B skan membawa akibat hukum Tuan A, scbagai pemberi
kuasa, tidak dapat mencabut kuasanya dari Tuan B sebagai penerima kuasa tersebut.
Selanjutnya dalam peganjian tersebut juga dikatakan babwa kuasa-kuasz vyang
terdapat poda perjanjian tersebut diberikan dengan penglepasan dari segala aturan
undapg-undang vang meneniukan dasar-dasar dan schab-sebab yang mengakhini
suatu kuasa. Adapun sebab-sehab dan desap-dasar yang mengakhinl suate kuasa

adalaly sepert vang fercantum pada Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata sebagai
berikut:

Pasal 1813 KUHPerdata:

“Pemberian kuasa berakhir: dengan ditarikayva kembali kuasanya st kuasa;
dengan pemberitahuan  penghentian kuasanys oleh st kuvass; dengan
meninggalnya, pengampuannya, atan paillitnys si pemberi kuass maupun si
kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima
kuasa.”

Pasal 1814 KUHPerdata:

“Si pemberi luasa dapal menarik kembali kuasanya manskala it

dikehendakinva, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk

mengembalikan kvuasa yang dipegangoya.”

Sechingga dengan adanya penegasan yvang mengabaikan kedua pasal tersebut
diatas dalam perjaniian tersebut, maka Tuan A tdak dapat lagi menarik kuasanya
tanpa kesepakatan dari Tuan B. Hal ini sdalsh didasarkan pada penggunaan asas
kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas konsensualisme. Namun,

B “Tinjavan Terhadap Surat Kussa Mutlak,”
shttpZems sin co id/kumonline/detail aspid-16939&ci=Kolom>. 13 Januari 2009.
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jika dilihat kembali pada Pasal 1792 KUHPerdata yaitu: “ Pemberian kuasa adalah
suaty perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain,
yang menerimanya, uniuk atas namanya raenyelenggarakan suatu vrusan”™ Sehingga
dapat dilthat bahwa unsur yang harus ada dalarmm pemberian kuasa tersebut adalah
adanya persetujuan danri dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk
melaksanakan suatu atas nama pemberi kuasa, yangmana kekuasaan yang diberikan
itu adalah mutlak berasal dan pemberi kuasa. Oleh karenanya sewajarnya pemberi
kuasa juga memiliki kebebasan penuh untek mencabut kekuasaannya tersebut dan
penerima kussa. Selain v pula, ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata ferscbut
sebenarnya memiliki sifat yang tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi hanya
melalui perjanjian sajia. Oleh karenanva pengaturan mengenai pemberian kuasa
mutlak dalam perjanjian ini tidak sejalan dengan ketemtuan undang-undang vang
berlaku.

Dalam bubungannya dengan pibak keliga, adanya perjanjian ini hanya akan
bertaku bagi pihak vang membuatnya saja, yakni Toan A dan Tusn B, schingga tidak
dapat dijadikan dasar wntuk melakokan peagikatan ataupun diakui oleh pihak
luar/pihak ketiga, karena apa yang telah tertuang dan disepakati dalam akta perianjian
itu tiduklah sesuai dengan akta resmi persercan terbatas tersebut dan juga tdak
memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian vakoi mengenal sebab yang halal.
Lebih lanjut Pasal 1873 KUHPerdata mengataken bahwa:

“Perjanjian-perianjian febih lanjut, yang dibuat dalam suatn akta tersendir,

yang bertentangan dengan akia asli, hanya memberikan bukti diantara pihak

yang Wt serta dan para abli warisnya gtau orsng-crang yang wmendapat hak

dari mereks, tetapi tidak dapat berlakn terbadap orang-orang pihak kefiga”

Selain im pula, sdanya perjanjian int dapat mengecoh para pemangku
kepentingan (sigkeholder) mengenai siapa schenarmya pemilik sabam dalam
perseroan terbatas tersebut. Dampak lain dan adanya praktek pengikatan sabam inmi
adalah adanya peluang uniuk dapat digunakan sebagai sarana tindak pidana
pencucian uang.
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Adanya perjanjfan pengikatan saham ini dibuat juga sebagai dasar kepada ahli
warts dari batk Tuan A maupun Tuan B, dimana apabila dikemudian bari jika
ternyata Tosn A telsh meninggal teriebih dahulu, maka apabila ahli wars tidak
mengetahui sabam-saham yang diriliki oleh Tuan A dalam perseroan terbatas it
adaizh sebenamya adelah Tuan B, maka Tuan B dapat menggunakan perjanjian itu
scbagai dasar kepada ahli waris untuk dapat melakukan pengembalian atas saham-
sabiam yaog tadinya tercatat afas pama Tuan A fersebut.

Sehingga secara uinum dapat dilihat bahwa adanya peganjian yang dibuat
oleh Tuan A dan Tuan B diatas adalah tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya
perjanjian yakni, adanya suatu causa/sebab yang halal, sehingga terhadap kekuatan
perjanjian itu adalah hanya akan menjadi perikatan alamiah saja, vang tidak bisa
dipaksakan pelaksanaannya di hadapan hukum, dan hanya mengikat pihak-pihak
yang membuatnya saja. Selain itu, perjanjisn inipun dapat menuju ke arah upaya
untuk peayelundupan hukum olgh para pihak yang membuatnya dengsn twjuas
menercbos batasan-batasan vang tclah ditetapkan oleh undang-undang dengan
menggunakan celah-celah asas kebebasan berkontrak.

Notaris dalam tugas jabatannya selayaknya dalam menvikapi keinginan para
pihak tersebut agar dapat lebth berhati-hati dalam berfindak dan memberikan
penyulubon hukam terhadop pihak yang ekan menuangkannya dalam perjanjiso
tersebut. Akan Iebih baik jike Notaris yang membuat perjanjian pengikatan ssham
tersebut tidak sama dengan Notaris yeng membuat anggaran dasar darl Perseroan
Terbatas yang bersangkutan. Namun, pada dasarnys Notsris dalam hal ini wajib
untuk menolak uatuk pembuatan perjenjian tersebut untuk dituangkan kedalam akia,
dikarenakan apa yang diminta untuk diatur dalam perjanjian tersebut oleh para pihak
adalah bertentangan dengan kelentvan-ketentuan pada hukum perscroan terbatas.
Kewajiban ini adalah sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf d yakni: “Dalam
menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini, terkecvali ada alasan untuk menolakuya.”
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat terhindar dari kemungkinen telah
membanta penyelundupan hukwm ini dari akta yang dibuatnya tersebut, karena apa
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vang diatur dalam peganjian pengikatan saham tersebut bertentengan dengan akta
pendirian serta anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Namun pada dasarnya, Undang-undang mengenai perseroan terbatas di
Indonesia masih belum mengatur secara tegas mengenai larangan adanya kepemilikan
saham dengan adanya perjanjian pengikatan saham tersebut, sehinggs masth salit
uptuk membuktikan adanya prakeek tersebut dalam sustu persercan lerbatzs.
Sehingga sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pihak vang membuat perjanjian
tersebutpun belum ada pengatursnnya. Olebh karenanya, mengenai tindskan
pengikatan saham ini ataupun yang sering dikenal dengan “pinjam nama” haruslah
depat disdakan pengsturanoya dalam ketentuan vang berkaitan dengan perseroan
terbatas di Indonesia.
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PENUTUP

A. Kesitapulan

1.

Perianjian Pengikatan Ssham yang dibuat oleh para penghadap memiliki
fujuan untuk memrtupi identitas pepuilik saham vang schenarmys, vangmana
dikarenskan yang bersangkutan terbatasi oleh keientuan-ketentvan vang
berlaku di Indonesia atau pun dikarenakan tidak ingin diketahui kepemilikan
sahamnva di perseroan tersebut oleh pihak-pihak tertentn sehingga depat
memberikan keuntungan pibek yang tidek ingin namanya diketahui tersebut
tetap dapat memiliki sejumlah sabam di perseroan tersebut, berusaha di
Indonesia, serta menghindari hubungan terafiliasi dengan perseroan lain yang
sudah ada atau sudah pernah didirikan sebelumnya. Selain itu Peganjian ini
dibuat untuk melindungi kepentingannya tersebut manakala ternyata orang
yang di”pinjam namanya” atan ditunjuk untuk mewakilinya dalam perseroan
tersebut teryyata tidak mav “mengernbalikan” sabam-sahamnya. Selanjuinya
denpan adanya perjanjian pengikatan saham tersebut, maka nama yang akan
tercatat pada anggaran dasar persercan serta Daftar Pemegang Sabam dan
Daftar Khusus adslah pama vang telah ditunjuk oleh pemilik saham vang
sebenarnya #u. Walsupun nmamanya tercatat sebagai pemilik ssham dan

. diketahui oleh pihak ketipa schagal pemegang saham, namun pemegang

saham yang ditunjuk ini (Neminee) dalarm melaksanakan hak-haknya adalah
tidak lepas dari arahan pibak yang menunjuk itn atan dengan katz lain
sebenarnya vang dipegang hanyalah sebush titel kosong sehingga tidak dapat
melaksanakan hak-hak sebagaimana pemegang saham pada umumnya.

Akibat hukum yang, timbul dari perjanjian pengikatan saham adalah walaupun
telah dibuat perjanjian tersebut diantara pemegang saham, yang tercatat dalam
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Daltar Pemegang Saham di Persercan adaleh nama nominee bukan pemilik
saham yang sebenarnya (frue gwnaer) sehingga yang diakui oleh hukwm adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus dari Perseroan terscbut. Selain ite, Perjanjian Pengikatan
Saharo yang dibuat oleh para penghadap yang bersangkutan mengikat dan
mempunyal keluatan pembuktian bagi pihak yang membuatnya. Tetapi,
dalam perjanjian pengikatan saham tersebut mengandung Ketentuan-ketentuan
yang sebenamya tidak sclares dengan ketentuan pada kitab undang-undang
hukum perdata dan jugs undang-undang mengenai perseroan terbatas di
Indonesia, Asas kebebasan berkontrak adalah landasan penting dalam
pembuatan suatu perjanjian, namun dalam implementaginya, khusesnya dalam
kaitannya dengan adanya perjanjian pengikatan saham, agas kebebasan
berkontrak ini tetap dibatasi oleh ketentvan-ketentuan lain vang berlaku di
Indonesia.

B. Baran

1. Hendakoya parz pihak yang ingin membuat suatu perjanjian tertentu dapatlah
mengetahui terlebih dahulu secara jelas apakah keuatungan dan kerogian dari
perbuatan yang akan dituangken kedalam akta perjanjian iersebut agar
nantinya pegjanjian tersebut dapatlah dituntut pelaksanaznava didepan huloam
serta tidak membawa kerogian bagi salah satu pihak dikemudian hari.

2. Hendakuya Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam melakukan tugasaya
sesual dengan batasan-batagan yang telzh diatwr dalam Undang-Undang
mengensi Jabatan Notaris dapat memberikan penyuluban hukwm Jebih lanjut
terhadap pihak-pihek yang menghadap kepadanya mengenal keinginan
mereka yang akan ditwengkan kedalam akta notaris, mengenai dampak
hukumnya atas dibuatnya suatu perjanjian pengikatan ssham diantara para
penghadap tersebut. Sebatkoya Notaris yang membuat perjanjian pengikatan
salam adelah bukan Notaris yang membuat anggaran dasar dari perseroan
terbatas  yang bersangkutan, dikarenskan itu berarti Notaris vang
bersangkutan depat dikatakan telah membuat akta yang bertentangan isinya
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dengan akta yang dibuat sebelumnya. Lebih lanjut, untuk menghindari agar
Notaris dapat diporsangkakan turut membantu adanya penyelundupan hukum,
mazka Notaris dapat menolak untuk membuatkan perjanjian tersebut karena
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perseroan
Terbatag Indonesia. Di sisi lain, jika perjanjian ini terus berkembang, maka
haruslah diatur secara jelas pada ketenfuan mengensai perseroan terbatas di

Indonesin.
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